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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
\ Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal z zet (dengan titik di atas)
D Ra R Er




D) Zai z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye

o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)
L Za z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ¢ apostor terbalik

¢ Gain G Ge

- Fa F Ef

S Qaf Q Qi

&l Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

O Nun N En

B) Wau W We

° Ha H Ha

Xi




e Hamzah ¢ Apostrof

G

Ya Y

Ye

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (*).
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Nama
| fathah A A
! Kasrah I I
i dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Nama
<G fathah dan ya Al adani
) fathah dan wau Au adanu
Contoh:
gn [a\j : walmaisiru

xii




es-‘:‘-‘ - bainakum
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf Nama Huruf dan Nama
tanda
L fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di
atas
< Kasrah dan ya’ 1 i dan garis di
atas
3 dammah dan wau i u dan garis di
atas
Contoh:
&IS - Kana

u)§4 : Takana
W) : Rahima
(sR) : yamitu

4. Ta’ marbitah

Transliterasi untuk ta’ marbiirah ada dua, yaitu t@’ marbitah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta@’ marbiirah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan ta’ marbitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbzrah itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:
Julay) f\-:bjj  raudatul agfal
:\j u/.“;j\ ;-/‘:’9:“5\ . al-madinah al-fadilah
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5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuahtanda tasydid ( < ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

éﬁﬂ - la’allakum
UA:’ . yuhibbu
\1’) . rabbana
C‘:’;:’ najjainda

1"955‘ : al-haqq

A 1 nuwima

Jika huruf < ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah ( (s— ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.
Contoh:

Cs—le + “Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘41y)

c_s—U‘; : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf J
(alif lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf
gamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh:

M\ - al-syamsu (bukan asy-syamsu)

MJJ\ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
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M\ : al-falsafah
WU arpisadu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:
T o 8 }2

U})"‘u @’ muriina
&}J\ : al-nau’
zg-w . syai’un
C—Ufj s umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah::kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus
ditransliterasi secara utuh.
Contoh:
Fi Zilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin
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9. Lafz al-Jalalah
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
& C33 dinutian
&G pian
Adapun ta’ marbusah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
f\m ‘,\-:“&J L:é g‘i hum fi rahmatillah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:
Wa ma Muhammadun illa rasul
Inna awwala baitin wudi ‘a linndsi lallazi bi Bakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fini al-Qur’an
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Nasir al-Din al-Tusi
Abii Nasr al-Farabt
Al-Gazali
Al-Mungiz min al-Dalal
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contoh:
Abi al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abi al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abi al-Walid Muhammad Ibnu).
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Aba Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Aba).
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swi. subhanahu wa ta ‘ala

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al-salam
H = Hijrah
M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 141 = QS al-An’am/6: 141 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

-

= = 4a8in
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S O s

aala — Al gade Al
L .

- dank
>o= BERUTE
Al e Al I\ il
T = S
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ABSTRAK

Nama - Siti Fatwadilah

NIM : 20256121076

Program Studi  : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Melato’

Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju

Penelitian ini membahas praktik melato’ kakao di Desa Saletto,
Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang merupakan kegiatan memungut
sisa hasil panen di kebun orang lain. Praktik ini telah berlangsung secara turun-
temurun dan masih dilakukan hingga saat ini, meskipun tidak ada dasar hukum
yang jelas mengenai status hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan praktik
melato’ kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju serta 2)
Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik melato’ kakao di
Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan sosiologis dan teologi normatif (syar’i). Data diperoleh melalui
wawancara mendalam dengan masyarakat, tokoh agama, pemilik kebun, dan
aparat desa, serta didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa praktik melato’ dilakukan dengan cara yang beragam,
sebagian besar tanpa izin langsung dari pemilik kebun. Hal ini dipengaruhi oleh
faktor ekonomi masyarakat, lemahnya pemahaman terhadap kepemilikan harta
dalam Islam, dan anggapan bahwa melato’ adalah kebiasaan lama yang tidak
dipermasalahkan. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik ini
menimbulkan persoalan dalam hal kepemilikan, keadilan, dan kejujuran.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk hukum
positif di tingkat desa untuk memberikan kepastian hukum. Kepala Desa Saletto
menyatakan bahwa rancangan aturan terkait praktik melato’ sudah mulai disusun
agar praktik ini tidak lagi berlangsung secara bebas tanpa kejelasan batasan.
Penelitian  ini  merekomendasikan  kepada pemerintah  desa  untuk
menyosialisasikan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran dan kepemilikan harta
dalam Islam, serta memperkuat peraturan lokal guna mengarahkan masyarakat
pada praktik yang lebih adil dan sesuai syariat.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian memainkan peran yang sangat penting dalam
perekonomian di Indonesia, baik itu dalam sisi produksi, penyediaan lapangan
kerja, sampai kontribusinya terhadap perekonomian lokal dan nasional, khususnya
dalam komoditas perkebunan. Di negara berkembang seperti Indonesia, sebagian
besar penduduknya bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama.
Banyak orang miskin di daerah pedesaan yang bergantung langsung atau tidak
langsung terhadap sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam mendukung ekonomi
lokal di Indonesia.’

Kakao sebagai dua komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi
menjadi representasi faktual bagaimana sektor pertanian mampu mendukung
kemajuan hidup masyarakat di pedesaan. Komoditas ini tidak hanya berkontribusi
besar pada pendapatan negara, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan
petani, terutama di daerah penghasilnya, termasuk di Desa Saletto yang menjadi
salah satu daerah yang menghasilkan banyak kakao. Sebagai tanaman tahunan,
kakao memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi
petani, meningkatkan taraf hidup mereka.

Secara geografis, Desa Saletto memiliki tanah yang subur dan cocok untuk

perkebunan kakao. Masyarakatnya sebagian besar bergantung kepada perkebunan,

! Ibtihal Hidayah, Yulhendri, dan Nora Susanti, “Peran Sektor Pertanian dalam

Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang : Sebuah Kajian Literatur,” Jurnal Salingka
Nagari, Vol. 1, No. 1 (2022): h. 28-29.

2 Siti Rochaeni, Pembangunan Pertanian Indonesia (Cet. 11l; Yogyakarta: Graha Ilmu,
2023), h. 1.



dan komoditas kakao menjadi salah satu sumber pendapatan yang berperan
penting dalam menopang ekonomi masyarakat. Praktik pertanian di desa ini masih
dilakukan dengan cara yang tradisional, di mana keberadaan pedagang, tengkulak,
dan beberapa praktik ekonomi lokal yang turut memengaruhi hubungan antara
petani dan pemilik lahan/kebun.® Di Desa Saletto terdapat salah satu kebiasaan
yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, kegiatan ini dikenal dengan istilah
melato’, suatu kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh sebagian orang di desa
ini, yang menarik untuk diteliti.

Praktik melato’ telah ada sejak dahulu dan menjadi bagian dari dinamika
kehidupan masyarakat Desa Saletto. Praktik melato’ diartikan sebagai kegiatan di
mana seseorang pergi mengambil sisa-sisa dari hasil panen perkebunan kakao
milik orang lain, baik itu dengan atau tanpa izin pemilik kebun. Praktik ini
umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan mendapatkan tambahan
untuk biaya hidup sehari-hari oleh kelompok orang tertentu yang ingin
memanfaatkan peluang dari hasil panen yang tersisa atau yang terlupakan oleh
pemilik kebun. Praktik melato’ telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat
yang tidak mampu di Desa Saletto secara turun-temurun.

Dari segi ekonomi, melato’ berkaitan dengan akses terhadap sumber daya,
distribusi kekayaan, dan hak kepemilikan. Beberapa orang melakukannya saat
panen kakao karena alasan ekonomi, terutama mereka yang tidak memiliki kebun
sendiri. Bagi mereka, ini menjadi cara menambah penghasilan, tetapi bagi pemilik
kebun, hal ini bisa merugikan karena hasil panen mereka diambil tanpa izin.
Pemilik kebun cenderung mengikhlaskan sisa panen yang luput dari penglihatan

mereka. Namun, karena bentuk praktiknya yang seperti itu, dikhawatirkan seiring

% Ananda Putri Winanti Ines, Nur Intan Mutiara, dan Nadia Ulva Febrianti, “Analisis
Hubungan Tengkulak dan Petani dalam Kegiatan Jual Beli Padi di Desa Mayang, Kabupaten
Jember,” Jurnal IImu Komunikasi, Sosial dan Humaniora, VVol. 2, No. 3 (2024): h. 64.



perkembangan zaman praktik ini akan berubah ke arah yang negatif karena rawan
akibat tidak dilakukan dengan izin yang jelas. Karena itu, perlu perhatian lebih
terhadap praktik melato’ agar tidak menjadi menyimpang.

Disisi lain, keberadaan praktik ini juga berkaitan dengan dinamika
hubungan antara pemilik kebun dan masyarakat yang melato’. Terkadang pemilik
kebun membiarkan praktik ini sebagai bentuk toleransi sosial, tetapi dalam
beberapa kasus terjadi konflik yang membuat membuat pemilik kebun merasa
bahwa hasil panen mereka diambil dalam jumlah yang cukup signifikan. Praktik
ini menimbulkan dilema, yaitu antara nilai kebersamaan dan pemanfaatan sumber
daya yang tidak terpakai, sedangkan di sisi lain ada hukum yang menegaskan
terkait hak milik dan keadilan dalam suatu praktik ekonomi.

Berkaitan dengan hal ini, Islam mengatur konsep hak milik dengan sangat

jelas. Dalam QS. an-Nisa/4' 29 Allah berfirman:
R 588 &1 Y Wl S Sl \5\, NI L,A\ &t

ey %jrg QK‘\N Q\ ri...u\ \jL_ZSYJ VK.A

Wahai orang-orang Yyang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan
atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Terjemahnya:

Terjemahan Bahasa Mandar:

E, inggannana to matappa’, dao paande barang-barang andian macoa,
salaenna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para melo’ disesemu. Anna dao
pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.

Ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga hak-hak harta dalam
Islam. Larangan memakan harta secara batil mencakup segala bentuk

pengambilan harta seperti mencuri, merampas, atau mengambil barang orang lain

* Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 112.



tanpa izin.> Dalam konteks melato’, pertanyaan utama yang muncul adalah apakah
praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya yang sah
atau justru masuk dalam kategori mengambil hak orang lain secara tidak sah.

Meskipun mengambil barang/harta miik orang lain tanpa izin sangat
dilarang dalam Islam, namun praktik seperti melato’ masih ada di masyarakat. Hal
ini tidak terlepas dari faktor sosial ekonomi serta adanya kebiasaan yang
melatarbelakangi praktik tersebut. Namun, keberadaan faktor sosial dan kebiasaan
tidak serta merta dapat dijadikan pembenaran untuk praktik ini. Oleh karena itu,
diperlukan analisis lebih mendalam terkait praktik melato’ dalam perspektif
hukum ekonomi syariah, terutama kaitannya dengan prinsip hak milik, kedilan
dan kejujuran.

Praktik melato’ telah menjadi tradisi turun-temurun di masyarakat sebagai
cara memanfaatkan sisa panen dan bentuk solidaritas sosial, terutama bagi mereka
yang mengalami kesulitan ekonomi. Umumnya, ini dilakukan oleh orang-orang
yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau kebun sendiri. Hal ini menjadi faktor
utama praktik melato’ masih bertahan di tengah perubahan ekonomi dan sosial
masyarakat.

Sebagai kebiasaan yang terus berlangsung secara turun temurun, melato’
bisa dikatakan menjadi bagian dari ‘urf. ‘Urf merupakan suatu kebiasaan yang
telah dikenal dan diterima oleh masyarakat, baik berupa ucapan maupun
perbuatan, sehingga menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan mereka.® <Urf
mencakup berbagai tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat, baik

berupa ucapan maupun tindakan. Dalam hukum Islam, suatu adat dapat

® Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, “Tafsir Surat An- Nisa Ayat 29 Sebagai
Landasan Hukum Akad Ba ’ i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online,” Jurnal limu Islam, Vol.
7, No. 1 (2023): h. 275.

® Wiwik Dyah Aryani dkk., Ushul Figih, (Cet. 1; Bandung: Widina Bhakti Persada
Bandung, 2023), h. 69.



dipertimbangkan menjadi dasar hukum apabila telah diterima oleh masyarakat
luas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun jika praktik
tersebut menimbulkan mudharat atau merugikan pihak lain, maka perlu di
evaluasi terhadap legalitasnya dalam hukum ekonomi syariah.

Ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan
kejujuran dalam setiap bentuk kegiatan. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk
menghindari praktik-praktik yang dilarang oleh syariah seperti riba, gharar
(ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).” Ada kemungkinan pelanggaran prinsip-
prinsip ini dalam praktik melato’, terutama karena tidak jelas siapa yang berhak
mengambil sisa hasil panen dan siapa yang memiliki lahan. Ketidakpastian seperti
ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan memberikan peluang bagi salah
satu pihak untuk mengalami ketidakadilan.

Penelitian tentang konsep kepemilikan dalam Islam telah banyak
dilakukan, terutama dalam konteks pertanian dan hasil panen. Namun penelitian
yang secara spesifik membahas praktik melato’ ditinjau dari hukum ekonomi
syariah masih sangat terbatas. Sebagian penelitian sebelumnya lebih
menitikberatkan pada aspek hukum Islam secara umum atau pendekatan hukum
adat dalam menjelaskan fenomena serupa. Kajian yang secara khusus membahas
tentang keabsahan praktik ini yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi
syariah terutama dalam hal keadilan, hak milik dan kejujuran masih sangat jarang
dilakukan.

Kesenjangan inilah yang menjadi landasan penelitian ini, yakni untuk
menganalisis bagaimana hukum ekonomi syariah dapat memberikan tinjauan

terhadap praktik ini serta menawarkan solusi yang adil bagi semua pihak yang

" Mustofa Tohari, Ary Fatkurrochman Ariansyah, dan Zikri Rahmani, “Implementasi
Akhlak Al Karimah di dalam Ekonomi Islam,” Jurnal Bilgolam Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2
(2024): h. 3.



terlibat. Selain itu, penelitian mendalam tentang praktik melato’ harus dilakukan
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hal itu
mempengaruhi ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini menitikberatkan pada
bagaimana prinsip keadilan, hak milik dan kejujuran dalam hukum ekonomi
syariah dapat digunakan sebagai alat analisis dalam menilai praktik melato’.
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan cara untuk menjaga
tradisi yang sudah ada sambil memastikan praktik tersebut sesuai dengan
ketentuan hukum ekonomi syariah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan menciptakan keadilan ekonomi yang lebih baik. Penelitian ini
juga diharapkan dapat membantu dalam pembuatan kebijakan yang lebih
responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi yang terjadi di Desa Saletto.
Berdasarkan masalah yang terjadi di atas, penulis kemudian akan lebih
menyoroti dan mendalami tentang bagaimana “Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah terhadap Praktik Melato> Kakao di Desa Saletto, Kecamatan
Simboro, Kabupaten Mamuju”.
B. Rumusan Masalah
Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan, rumusan masalah
dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:
1. Bagaimana Penerapan Praktik Melato’ Kakao di Desa Saletto, Kecamatan
Simboro, Kabupaten Mamuju?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Melato’
Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam mempertajam penelitian, maka peneliti memfokuskan ruang

lingkup penelitian pada “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik



Melato’ Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju”,

sebagai berikut:

Fokus Penelitian

Deskripsi Fokus

Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini meninjau praktik melato’ dalam
kerangka hukum ekonomi syariah dengan fokus
pada keadilan, hak milik, dan kejujuran. Keadilan
dikaji dalam konteks apakah praktik ini
menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik kebun
atau pihak lain yang terlibat. Hak milik
difokuskan pada status kepemilikan sisa hasil
panen yang diambil dalam praktik melato’.
Kejujuran dianalisis untuk melihat apakah
tindakan ini sesuai dengan nilai-nilai ekonomi

Islam.

Praktik Melato’ Kakao

Penelitian ini menganalisis praktik melato’, yaitu
suatu adat kebiasaan mengambil sisa hasil panen
dari kebun orang lain, yang sering dilakukan
tanpa izin langsung dari pemilik kebun. Penelitian
ini terbatas pada pelaksanaan melato’ di Desa
Saletto. Melato’ dalam penelitian ini yang
dimaksud adalah melato® jenis komoditi
perkebunan, yaitu kakao. Fokusnya adalah untuk
melihat apakah kebiasaan ini sesuai dengan
prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam

hal keadilan, hak milik, dan kejujuran.




D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Sebagai langkah awal dalam menyusun penelitian ini, penting untuk
mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu
memberikan gambaran tentang apa yang telah dibahas dan membantu
mengidentifikasi celah atau kekurangan yang dapat di isi oleh penelitian ini. Oleh
karena itu, pada bagian ini disajikan hasil-hasil penelitian yang relevan dan dapat
dijadikan rujukan dalam pembahasan topik penelitian ini. Berikut adalah beberapa
penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang akan
dibahas.

1. Penelitian ini dilakukan oleh Irham Nas, skripsi dengan judul “Praktik
Ngasak Padi di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam” Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri 2022.2
Penelitian ini menemukan bahwa praktik ini dilakukan sebagian dengan
izin, tetapi sebagian besar tanpa izin, sehingga berpotensi merugikan
pemilik lahan dan buruh pemanen. Ngasak tetap berlangsung karena sudah
menjadi kebiasaan turun-temurun, dan juga dianggap menguntungkan bagi
pelaku ngasak, meskipun dalam praktiknya sering terjadi pengambilan
hasil panen yang seharusnya menjadi hak buruh pemanen. Penelitian ini
lebih menitikberatkan pada analisis sosial dan bagaimana praktik ngasak
diterima serta dipertahankan oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan
aspek hukum ekonomi syariah secara mendalam. Kajian tersebut
menyoroti bagaimana norma sosial berperan dalam keberlangsungan

praktik tersebut dan bagaimana masyarakat melihat praktik ini dalam

® Irham Nas, “Praktik Ngasak di Desa Sunororejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam”, Skripsi (Kediri: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam
Negeri Kediri, 2022), h. 78.



kehidupan sehari-hari. Sementara itu, penelitian ini memiliki perbedaan
dalam hal fokus dan pendekatan analisis. Jika penelitian sebelumnya
mengkaji ngasak dari perspektif sosiologi hukum, penelitian ini membahas
praktik melato’ dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan
menyoroti bagaimana praktik ini terkait dengan prinsip keadilan, hak
milik, dan kejujuran.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Regi Tamaya, skripsi dengan judul
“Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi Ngasak Turiang (Studi Kasus di Desa
Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis” Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto 2022.° Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa
tradisi ngasak turiang telah berlangsung turun-temurun dan dilakukan
tanpa izin langsung dari pemilik lahan. Sebagian besar pemilik lahan
tampaknya mengikhlaskan tindakan tersebut, dikarenakan hal ini adalah
kebiasaan yang sudah ada sejak dulu, sehingga praktik ngasak terus
berlangsung. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada tradisi
ngasak sebagai bagian dari ‘urf tanpa mengkaji lebih jauh bagaimana
praktik ini dinilai berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian
ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena lebih berfokus pada
tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik melato’. Kajian ini
menelaah apakah praktik melato’ selaras dengan prinsip-prinsip hukum
ekonomi syariah, terutama dalam aspek keadilan, hak milik, dan kejujuran.
Fokus penelitian ini bukan sekadar pada keberlanjutan tradisi di

masyarakat, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan

® Regi Tamaya, “Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi Ngasak Turiang (Studi Kasus di Desa
Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis”, Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), h. 92.
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dalam praktik ini serta sejauh mana tindakan melato’ dapat dikategorikan
sebagai tindakan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Oleh karena
itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji kebiasaan masyarakat, tetapi lebih
dalam menilai keabsahan praktik ini dari sudut pandang hukum ekonomi
syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Danisa dengan judul “Praktik Ngasak
Gabah Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam
(Studi Kasus di Desa 28 Purwosari Kecamatan Metro Utara)” Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam 2019.™° Penelitian tersebut membahas tentang
praktik ngasak gabah atau kegiatan memungut sisa panen padi yang
dilakukan masyarakat di Desa Purwosari. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang
berfokus pada pengalaman subjektif individu dalam memaknai suatu
fenomena. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik ngasak tidak
bertentangan dengan ekonomi Islam selama tidak merugikan pemilik
sawah dan dilakukan dengan niat untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari. Adapun perbedaan yang menjadi gap penelitian terletak pada
pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan
pendekatan fenomenologi, yang lebih menonjolkan bagaimana pelaku
ngasak memaknai praktik tersebut berdasarkan pengalaman pribadi.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan
pendekatan teologi normatif syar’i dan sosiologis. Pendekatan teologi
normatif syar’i digunakan untuk menilai praktik melato’ berdasarkan

prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Sementara pendekatan sosiologis

1% Intan Danisa, “Praktik Ngasak Gabah Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut
Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa 28 Purwosari Kecamatan Metro Utara)”, Skripsi (Lampung:
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2019), h. 35-36.
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digunakan untuk memahami bagaimana pandangan masyarakat terhadap
praktik tersebut, serta faktor sosial yang menyebabkan praktik melato’

tetap terjadi

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, penelitian ini
memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui Penerapan Praktik Melato’ Kakao di Desa Saletto,
Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.
b. Untuk mengidentifikasi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik
Melato’ Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.
2. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau
kegunaan secara teoritis dan praktis. Secara teoretis diharapkan penelitian ini akan
berkontribusi dalam pengembangan kajian mengenai prinsip-prinsip dalam hukum
ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan konsep kepemilikan, keadilan,
dan kejujuran dalam interaksi ekonomi. Dengan menganalisis praktik melato’
dalam kerangka prinsip-prinsip tersebut, penelitian ini dapat memperkaya
pemahaman mengenai bagaimana suatu kebiasaan ekonomi masyarakat dapat
dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan secara praktis
diharapkan penelitian ini berguna sebagaimana berikut ini:
a. STAIN Majene
Diharapkan penelitian ini akan menjadi referensi tambahan pada Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Majene, terkhusus untuk jurusan Syariah dan

Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
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b. Pemerintah

Diharapkan agar penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis hukum
ekonomi syariah dalam mengatur praktik melato’ kakao di Desa Salletto.
Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merumuskan kebijakan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan
penghormatan terhadap hak milik. Dengan pendekatan hukum ekonomi syariah,
pemerintah juga dapat menciptakan regulasi yang mendukung hubungan harmonis
antara pemilik kebun dan orang yang melato’, sekaligus mencegah potensi konflik
akibat pelanggaran hak.

c. Orang yang Melato’

Diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman kepada orang
yang melato’ mengenai posisi hukum mereka dalam perspektif ekonomi syariah.
Penelitian ini menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diikuti, seperti larangan
mengambil sesuatu tanpa izin pemilik, serta pentingnya menghormati hak
kepemilikan orang lain. Dengan pemahaman ini, orang-orang yang melato’
diharapkan dapat menyesuaikan praktik mereka agar sesuai dengan nilai-nilai
Islam, yang tidak hanya mendatangkan keberkahan tetapi juga mencegah tindakan
yang dianggap zalim atau melanggar hukum.

d. Peneliti

Diharapkan penelitian ini memperkuat wawasan peneliti tentang
penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam kasus nyata. Dengan
mengkaji praktik melato’, peneliti memperoleh gambaran konkret bagaimana
hukum syariah dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah ekonomi berbasis
agraria. Penelitian ini juga memperdalam pemahaman peneliti tentang konsep
seperti hak milik, serta tanggung jawab sosial dalam perspektif ekonomi syariah,

yang dapat menjadi bekal untuk studi lebih lanjut.
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e. Peneliti Berikutnya

Diharapkan penelitian ini menjadi referensi penting bagi penelitian serupa
yang ingin mengkaji interaksi ekonomi masyarakat lokal dalam perspektif hukum
syariah. Dengan landasan ini, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan
kajian pada aspek lain, seperti analisis akad yang mungkin terlibat, pengelolaan
hasil panen berbasis syariah, atau penyelesaian konflik agraria dalam konteks
Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga membuka diskusi akademik tentang
pengembangan hukum ekonomi syariah dalam konteks keunikan tradisi lokal

masyarakat agraris.



BAB Il
TINJAUAN TEORETIS

A. Hukum Ekonomi Syariah
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum, dalam bahasa Inggris disebut “law”, dalam Belanda dan Jerman
disebut “recht”, serta dalam Italia “dirito” dan Perancis “droit”, secara umum
berarti aturan. Menurut Black’s Law Dictionary, hukum secara umum adalah
sekumpulan aturan yang mengatur perilaku atau tindakan, ditetapkan oleh otoritas
yang berwenang, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hukum juga
dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dipatuhi oleh warga negara, di mana
pelanggarannya akan berakibat pada sanksi atau konsekuensi hukum.*

Al-Fayumi dalam karya Zainuddin Ali yang berjudul “Hukum Islam:
Pengantar Hukum Islam di Indonesia yang dikutip oleh Rohidin dalam buku
Pengantar Hukum Islam, diuraikan sebagai tokoh yang menyampaikan bahwa
hukum berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.
Muhammad Daud Ali disisi lain menjelaskan bahwa istilah hukum yang berasal
dari bahasa Arab, memiliki makna sebagai norma, kaidah, ukuran, tolak ukur atau
pedoman yang dijadikan dasar dalam menilai dan memahami perilaku manusia
dalam hubungannya dengan sekitar.?

Di sisi lain, secara bahasa, istilah ekonomi berasal dari bahasa Arab al-
mu’amalah al-madiyah, yang dapat diartikan sebagai aturan tentang hubungan

dan interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Istilah ini juga

! Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), h. 1.

% Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,
2016), h. 2.

14
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dikenal sebagai al-igtishad, yang bermakna pengelolaan urusan penghidupan
manusia dengan cara yang hemat dan bijaksana.’

Ekonomi syariah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab |
Pasal 1 Ayat 1 dimaknai dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang
perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak
berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial maupun non-
komersial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.* Dengan demikian, hukum
dan ekonomi memiliki keterikatan yang erat, di mana keduanya saling melengkapi
dan mengatur hubungan manusia. Kombinasi kedua disiplin ilmu ini
menghasilkan studi hukum ekonomi, yang bertujuan mengatur aktivitas ekonomi
agar sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan.’

Berdasarkan pengertian antara hukum dan ekonomi syariah, hukum
ekonomi syariah berarti aturan-aturan yang mengatur segala aktivitas ekonomi,
baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, yang tujuannya untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Aturan ini didasarkan pada prinsip-prinsip
Islam, sehingga setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan
nilai-nilai syariah. Hukum ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan

ekonomi berjalan secara adil, transparan, dan tidak melanggar ketentuan agama.®

® Kholidah dkk., Hukum Ekonomi Syariah (Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta
Aksara, 2023), h. 1.

* Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi (Cet. I11; Jakarta: Kencana, 2017).

> Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama (Cet. IV; Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016), h. 1.

® Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah Di Lembaga Keuangan
dan Bisnis Kontemporer (Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 7.
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2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Dasar/sumber hukum utama hukum ekonomi syariah ada empat di
antaranya adalah Al-Qur’an, Sunnah, ljma’ dan Qiyas.’
a. Al-Qur’an

Al-Qur’an memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam, tidak hanya
sebagai pedoman dalam akidah dan ibadah, tetapi juga dalam hal syariat, termasuk
ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, Al-Qur’an menjadi sumber hukum
utama yang mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh umat Muslim
dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Aturan-aturan ini memberikan panduan
yang jelas tentang bagaimana mencari rezeki, bertransaksi dengan adil, dan
menjaga kejujuran serta etika dalam berdagang.®

Seperti firman Allah dalam QS. Al-Jumu’ah/62: 10.

1555305 Al i 5 58505 o3 G 155680 £ el 156

Terjemahnya:

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi,
carilah karunla Allah, dan ingatlah Allah sebanyak banyaknya agar kamu
beruntung.’

Terjemahan Bahasa Mandar:

Mua’ purami dipogau’ sambayang, jari sisemburmo’o di baoma lino, anna
itai’l akala’bianna Puang Alla Taala mai’di mamuare’o sumaro.

Ayat ini mengajarkan bahwa setelah memenuhi kewajiban spiritual

(shalat), seorang Muslim dianjurkan untuk aktif dalam mencari rezeki dan bekerja

" M. Syaikhul Arif, “Dasar Hukum dan Metodologi Pengembangan Ekonomi Syariah,”
Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2 (2023): h. 19.

8 Atik Abidah, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, “Peran Al-Quran Dan As-Sunnah
Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah,” Muslim
Heritage, Vol. 7, No. 1 (2022): h. 7.

° Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 817.
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di muka bumi. Namun, proses mencari rezeki tersebut harus selalu diiringi dengan

mengingat Allah, agar tidak melupakan nilai-nilai agama dalam usaha ekonomi.

b. Sunnah Nabi

Sunnah berasal dari kata bahasa arab yang memiliki arti “kebiasaan™ atau

“biasa dilakukan”. Sedangkan secara istilah, sunnah merupakan segala sesuatu

yang berasal dari Nabi Muhammad SAW., baik berupa ucapan, perbuatan maupun

ketetapan, pengajaran, sifat, perilaku, maupun perjalanan hidup Rasulullah SAW.,

baik sebelum maupun sesudah diangkat sebagai rasul.*°

Sunnah Nabi adalah sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an.

Sunnah memiliki tiga fungsi utama dalam hukum Islam, yaitu:

1)

2)

3)

Sunnah menjelaskan ayat yang belum jelas atau merinci ayat yang umum.
Sunnah berperan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ayat-
ayat Al-Qur'an yang masih membutuhkan rincian.

Sunnah  menambah kewajiban-kewajiban syara’ yang ketentuan
pokoknya telah ditetapkan dengan nash Al-Qur’an. Sunnah juga berfungsi
melengkapi atau menambahkan rincian terhadap kewajiban yang sudah
disebutkan dalam Al-Qur'an.

Sunnah menetapkan hukum yang tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-
Quran. Selain menjelaskan dan merinci, sunnah juga bisa membawa
hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam
konteks ekonomi, sunnah memberikan petunjuk tentang bagaimana

transaksi harus dilakukan dengan adil, larangan terhadap riba, etika

10 Zulham Maulana Farid, Yuhana Rizki Farista, dan Lailatul Qodriyyah, “As-Sunnah

Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematik,” Indonesian Journal of Law and
Islamic Law (1JLIL), Vol. 3, No. 2 (2021): h. 344-345.
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perdagangan yang baik, dan bagaimana kekayaan dibagikan sesuai prinsip-

prinsip Islam.™
c. Kesepakatan Ulama (Ijma’)

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama ahli hukum Islam (mujtahid)
mengenai hukum syariat tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW. ljtihad dalam
ijma’ dilakukan oleh ulama yang berkompeten dengan metode penggalian hukum
(istinbath) dan menghasilkan keputusan terkait hukum praktis.

d. Qiyas

Qiyas adalah metode menyamakan hukum perkara baru (far’u) dengan
perkara yang sudah ada hukumnya (asal) karena adanya sebab hukum (‘illah)
yang sama. Contohnya, narkoba diharamkan karena sifatnya memabukkan,
sebagaimana khamr yang sudah diharamkan dalam Al-Qur’an. *?

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip seperti bebas unsur
haram dan batil, serta menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan transparansi
untuk memastikan bahwa bisnis berjalan sesuai syariat. Kebijakan ekonomi Islam
yang adil, merata, dan bebas dari eksploitasi dibangun atas dasar prinsip-prinsip
ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

a. Bebas dari unsur haram, dan batil
Aktivitas ekonomi yang mengandung unsur-unsur haram dan batil dilarang

keras karena bertentangan dengan tujuan syariah (magasid syariah), yakni untuk

melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

1 Alvia Pasutri dkk., “As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Kedua dalam Ekonomi
Islam,” Jurnal Kajian dan Penelitian Umum, Vol. 2, No. 6 (2024): h. 99.

'2 Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Kontemporer, h. 6.
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Unsur yang tidak boleh terdapat dalam praktik-praktik ekonomi syariah
adalah unsur yang haram. Setiap praktik ekonomi harus memperhatikan hukum
halal dan haram sesuai syariat Islam. Semua larangan-larangan tersebut
menegaskan bahwa semua aktivitas ekonomi harus bebas dari eksploitasi,
ketidakjelasan dan ketidakadilan.

b. Keadilan

Ekonomi syariah / ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang
bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang menekankan pentingnya keadilan
(‘adl) dan kebaikan (ihsan). Keadilan dalam konteks ini mencerminkan
keseimbangan proporsional antara kedua belah pihak, di mana tidak ada pihak
yang dirugikan atau dieksploitasi secara tidak adil serta tetap dipertahankan hak
dan kewajibannya.’® Keadilan dalam hukum ekonomi syariah menjadi dasar
dalam menilai apakah suatu aktivitas ekonomi dapat dibenarkan atau tidak.
Prinsip ini memastikan bahwa hak setiap individu dihormati, tidak ada pihak yang
dirugikan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban tetap terjaga. Dalam
interaksi ekonomi, keadilan berarti bahwa seseorang tidak boleh mengambil
sesuatu yang bukan haknya, dan hak milik seseorang tidak boleh dilanggar tanpa
alasan yang sah menurut syariah.

Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu memperoleh haknya tanpa
eksploitasi atau ketimpangan dalam suatu aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi
syariah, suatu aktivitas dianggap adil jika tidak merugikan pihak mana pun dan
tetap mempertahankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan
masyarakat. Jika suatu praktik ekonomi dilakukan tanpa mempertimbangkan hak
pemilik atau tidak memiliki dasar yang jelas dalam syariah, maka praktik tersebut

berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan.

¥ Yoga Permana dan Fauzatul Laily Nisa, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi
Islam,” Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Vol. 5, No. 2 (2024): h. 82.
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c. Kejujuran dan Transparansi

Nilai-nilai kejujuran dan transparansi menjadi landasan dalam seluruh
Kejujuran dan transparansi merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah yang
memastikan setiap aktivitas ekonomi dilakukan dengan keterbukaan dan tanpa
unsur penipuan. Setiap pihak harus memberikan informasi yang jelas, lengkap,
dan tidak menyesatkan agar tidak ada pihak yang dirugikan.**

Prinsip ini juga berkaitan dengan bagaimana suatu aktivitas ekonomi harus
dilakukan dengan itikad baik, tanpa mengambil hak orang lain secara tidak sah
atau menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui oleh pihak terkait.
Transparansi dalam kepemilikan dan hak atas suatu barang atau hasil panen
menjadi bagian dari penerapan prinsip ini. Ketidakterbukaan dalam suatu aktivitas
ekonomi dapat memunculkan ketidakadilan dan berpotensi menimbulkan konflik

sosial.

4. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Berikut ini adalah berbagai asas yang menjadi landasan dalam hukum
ekonomi syariah.
a. Asas Mu’awanah

Asas mu’awanah menggambarkan semangat tolong-menolong untuk
saling membantu, meringankan beban, dan menciptakan kenyamanan bersama.*
b. Asas Manfa’ah

Asas ini mengharuskan memberikan manfaat dan keuntungan kepada

semua pihak yang terlibat dalam muamalah.®

 Fransiska Ajustina dan Laily Fauzatul Nisa, “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah
Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi,” Jurnal
limiah Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2, No. 6 (2024): h. 630.

> Daniel Vinato dkk., “Asas Muawanah Dalam Hukum Ekonomi Islam Sebagai Solusi
Kebangkitan Umat Pada Ketergantungan Sistem Kapitalis,” PRIMER: Jurnal Ilmiah
Multidisiplin, Vol. 2, No. 2 (2024): h. 154.
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c. Asas ‘Antaradin

Segala bentuk praktik muamalah harus berdasarkan kerelaan kedua belah
pihak.
d. Asas As-siddiq

Siddiq, yang artinya benar (kejujuran), dapat berarti kesesuaian antara apa
yang disampaikan atau diucapkan dengan apa yang dilakukan atau terjadi. Selain
itu, kejujuran juga berarti kecocokan dengan apa yang ada.*’
e. Asas Hak Milik

Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi harta yang dimiliki harus
dimanfaatkan dengan baik, termasuk untuk membantu sesama melalui zakat,
infak, dan sedekah.
f. Asas Al-bir wa At-Taqwa

Atang Abdul Hakim dalam bukunya Filsafat Ekonomi Islam, yang dikutip
oleh Anisa llmia dalam jurnalnya, menyebutkan bahwa Al-Birr berarti kebaikan,
sedangkan at-Taqwa berarti ketakwaan, yakni menjalankan perintah Allah dan
menjauhi segala larangan-Nya.’® Seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi
kebajikan dan ketakwaan, yang mencakup sikap adil, hati-hati, serta menjauhi
tindakan yang dilarang oleh Allah SWT. Asas ini menjadi payung bagi semua

asas dalam muamalah Islam.*®

® Yogi, Fauziah, dan Armasito, “Implementasi Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah
Dalam Pengembangan Mart 212 Pada 212 Mart Muhajirin Palembang,” Jurnal Muamalah, Vol. 6,
No. 2 (2020): h. 167.

" Eva Trisnawati, Abdul Wahab, dan Hamid Habbe, “Implementasi Etika Berdagang
Dengan Sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah Pada Waroeng Steak and Shake Cabang
Boulevard Makassar,” Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4, No. 3 (2021): h. 179.

8 Anisa Ilmia, “Perwujudan Nilai Al-Birr Wa Al-Tagwa Dalam Kepemilikan,” Jurnal
llmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. 2, No. 1 (2020): h. 5.

* Desmal Fajri, Hukum Ekonomi Syariah (Cet. I; Sumatera Barat: LPPM Universitas
Bung Hatta, 2022), h. 11-12.
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5. Kepemilikan Harta dalam Islam

Istilah harta diartikan sebagai segala sesuatu yang diminati oleh manusia
yang bisa dimunculkan apabila sedang diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat
dimiliki, disimpan serta dapat dimanfaatkan. Kedudukan harta sanagt penting
dalam kehidupan manusia, karena harta adalah penunjang segala kegiatan
manusia. Termasuk didalamnya adalah papan, sandang dan pangan. Berdasarkan
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa harta adalah seluruh hal yang
digunakan manusia dalam kehdiupan dunia, baik itu uang, tanah, kendaraan,
rumah, perhiasan, perabotan rumah, hasil perkebunan, hasil perikanan, dan juga
pakaian. Segala hal tersebut termasuk dalam kategori harta/milik seseorang.?

Kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk yang secara bahasa berarti
penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta).
Secara istilah definisi milik bermakna sebagai penguasaan khusus terhadap
sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat atau
melakukan tasarruf terhadap nya, kecuali menurut cara yang dibenarkan oleh
syara’.?! Dalam konteks hukum ekonomi syariah, kepemilikan seseorang atas
harta harus dihormati dan tidak boleh diambil atau dimanfaatkan tanpa izin yang
sah. Sejalan dengan konsep kepemilikan dalam Islam, harta yang baik harus
memenuhi suatu Kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar serta
dipergunakan dengan baik di jalan Allah SWT..

Diantara sebab-sebab kepemilikan adalah sebagai berikut.

1) lhraz al-mubahat.
Ihraz al-mubahat merujuk pada cara memperoleh kepemilikan atas harta

yang belum dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain. Harta yang termasuk dalam

% Abdul Saman Nasution, “Paradigma Harta (Al-Mal) dalam Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Nasional di Indonesia,” Jurnal Cakrawala IImiah, Vol. 2, No. 9 (2023): h. 3528.

2! Subairi, Figh Muamalah (Cet. I; Madura: Duta Media Publishing, 2021), h. 30-31.
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kategori al- mubahat adalah benda yang bebas atau tak bertuan, yang berarti harta
tersebut tidak dalam perlindungan hak milik orang lain dan tidak ada larangan
hukum yang menghalangi untuk memilikinya. Contoh dari harta mubahat ini
antara lain ikan yang ada di laut, rumput yang tumbuh di jalan, hewan atau pohon
di hutan, dan berbagai jenis harta lainnya yang tidak terikat oleh hak kepemilikan
orang tertentu atau aturan yang membatasi pengambilannya.

2) At-Tawallud minal mamlik

At-Tawallud minal mamlizk merujuk pada sesuatu yang dihasilkan atau
tumbuh dari harta milik seseorang, yang dalam hal ini disebut dengan tawallud.
Kaidah yang berlaku dalam hal ini adalah, “setiap peranakan atau segala sesuatu
yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya.” 22 Maksudnya,
jika sesuatu berkembang atau muncul dari harta yang sudah dimiliki, maka harta
baru yang dihasilkan tersebut menjadi hak milik dari orang yang memiliki harta
asal. Contohnya, jika seseorang memiliki tanah yang ditanami pohon, maka buah
yang dihasilkan dari pohon tersebut menjadi milik pemilik tanah. Begitu pula jika
seseorang memiliki ternak, maka anak dari hewan tersebut juga menjadi milik
orang yang memiliki hewan induknya.

3) Al-Khalafiyah (Penggantian)

Al-khalafiyah adalah proses penggantian kepemilikan, di mana seseorang
atau sesuatu yang baru menggantikan posisi pemilik sebelumnya. Penggantian ini
bisa terjadi dalam dua bentuk. Pertama, dalam pewarisan, di mana ahli waris
mengambil alih kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah
wafat. Kedua, dalam kasus ganti rugi (tadmin), ketika seseorang merusak atau

menghilangkan harta milik orang lain, ia wajib menggantinya dengan harta lain,

#2 Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi
(Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 48-49, 52.



24

sehingga kepemilikan beralih dari pemilik awal ke pihak yang menerima ganti
rugi.
4) Akad

Akad berarti kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mengatur perpindahan hak atas suatu barang atau jasa. Akad ini bisa berbentuk
jual beli, sewa-menyewa, hibah (pemberian), atau bentuk transaksi lainnya yang
sah menurut hukum.?

Dalam Islam, harta tidak hanya harus diperoleh dengan cara yang sah,
tetapi juga harus digunakan dengan benar. Harta yang diperoleh secara halal bisa
kehilangan keberkahannya jika digunakan untuk hal yang haram, seperti
pemborosan. Sebaliknya, harta yang digunakan sesuai syariat, seperti untuk
kebutuhan hidup yang wajar dan amal kebaikan, akan membawa keberkahan.

Dalam konteks melato’, jika diperoleh dengan cara yang salah dan tidak
sesuai, maka penggunaannya juga perlu dikaji. Sebab, sesuatu yang diperoleh
dengan cara yang tidak benar tidak menjadi halal hanya karena digunakan untuk
hal baik. Karena alasan ini, dalam hukum ekonomi syariah, kepemilikan yang sah
dan penggunaan yang benar adalah dua hal yang saling berkaitan. Oleh karena itu,
praktik melato’ perlu dianalisis lebih dalam untuk memastikan bahwa praktik
tersebut sesuai dengan prinsip kepemilikan dalam Islam dan memenuhi standar
hukum ekonomi syariah.

Dalam Islam, ada konsep tertentu terkait dengan benda yang ditemukan,
yang bisa menjadi perbandingan dengan praktik melato’, konsep ini disebut
lugarah. Lugarah secara bahasa diartikan sebagai barang temuan atau nama
sesuatu yang didapatkan tanpa usaha. Barang temuan atau lugarah dalam Islam

didefinisikan sebagai benda yang ditemukan di tempat yang tidak dimiliki oleh

%8 |snaini Harahap dkk., Hadis-Hadis Ekonomi (Cet. I1; Jakarta: Kencana, 2017), h. 40-42.



25

siapapun, atau benda yang masih memiliki nilai guna, tetapi pemiliknya tidak
diketahui. Secara definitif, lugarah adalah harta yang berharga, masih dalam
penjagaan, dan pemiliknya tidak diketahui. Menurut istilah, para ulama seperti
Muhammad al-Syarbini al-Khatib mendefinisikan lugarah sebagai benda yang
ditemukan secara sah, tidak dalam penjagaan, dan penemunya tidak mengetahui
siapa pemiliknya.**

Lugarah memiliki syarat tersendiri dalam pelaksanaannya, syarat tersebut
diantaranya adalah bagi penemu barang lugazah haruslah muslim, adil, mukallaf,
merdeka dan tidak di bawah pengampunan karena ketidaktahuannya.? Jika
melihat secara mendalam terkait penjelasan dan syarat-syarat terkait lugasah,
maka hal ini dapat dikatakan berbeda atau tidak sama dengan praktik melato.
Karena meskipun sama-sama barang temuan, dalam konsepnya barang temuan
dalam melato’ adalah sesuatu yang sengaja dicari, sedangkan lugarah adalah
barang yang tidak sengaja ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya.

B. Konsep Melato’
1. Pengertian Melato’

Melato’, adalah istilah yang digunakan dalam suatu masyarakat tertentu
yang menggambarkan kegiatan memungut atau mengambil sisa-sisa hasil panen
milik kebun orang lain dengan tidak meminta izin secara langsung dari
pemiliknya. Praktik ini memiliki beberapa istilah lain yang maknanya sama atau
tidak jauh berbeda. Di daerah Jawa, kegiatan ini dikenal dengan istilah ngasak.
Kegiatan yang mirip juga ada di daerah Takalar Sulawesi Selatan, kegiatan ini

disebut a’ pare-pare. Kegiatan ini disebut a’ pare-pare karena mereka mengambil

 Shilvi Rahma Adiningtias dan Usep Dedi Rostandi, “Quality of Hadith Lugath Kualitas
Hadis tentang Luqathah,” Gunung Djati Conference Series, Vol. 4 (2021): h. 742.

% Novi Widiyana, Zumrotul Azizah, dan Imron Mustofa, “Tinjauan Luqathah terhadap
Mata Uang Lima Ribu Rupiah di Wonocolo,” Firdaus: Jurnal Keislaman, pemikiran Islam, dan
Living Qur’an, Vol. 3, No. 1 (2024): h. 10.
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sisa padi secara satu persatu. Kegiatan ini dilakukan setelah masa panen dengan
menunggu sekitar 20-30 hari. Namun kegiatan ini dilakukan dengan izin langsung
dari pemilik lahan.®

Ngasak dilakukan oleh seorang petani yang berusaha mengumpulkan sisa-
sisa padi yang luput dan ditinggalkan oleh pemilik lahan. Ngasak di daerah Jawa
kebanyakan dilakukan oleh para perempuan yang tidak memiliki pekerjaan tetap,
yaitu seorang ibu rumah tangga. Hal ini banyak disampaikan dalam penelitian-
penelitian terdahulu.

Konteks melato’ dalam hal ini mirip dengan ngasak, yaitu mengumpulkan
sisa-sisa hasil panen milik orang lain. Yang membedakan adalah daerah penelitian
kali ini orang-orang yang melato’, yang selanjutnya akan disebut dengan pelato’,
memungut sisa-sisa hasil panen kakao yang ada di kebun orang lain, serta
cenderung dilakukan tanpa izin langsung dari pemilik kebun.

Praktik melato’ tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di luar negeri juga.
Di luar negeri seperti di Amerika, praktik melato’ dikenal dengan istilah gleaning.
Gleaning (pemungutan) adalah praktik kuno di mana orang-orang miskin yang
tidak punya pekerjaan diizinkan untuk memungut sisa-sisa panen di ladang setelah
pemiliknya selesai memanen. Hal ini diizinkan dengan harapan dapat membantu
masyarakat yang miskin tersebut, dan juga dapat membersihkan sisa-sisa panen di
ladang yang tidak sempat dibersihkan oleh pemiliknya.

Praktik ini dijadikan sebuah program untuk mengurangi pemborosan dan
pembuangan makanan di Amerika Serikat, karena tingginya jumlah kerusakan

makanan dan bahan pangan. Program gleaning hadir sebagai upaya untuk

% St. Junaeda dkk., “4’ pare -pare: Tradisi Ngasak Padi di Polombangkeng Selatan ,
Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan,” Journal of Education and Culture, Vol. 4, No. 2 (2024): h.
19.
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memanfaatkan sisa hasil panen yang masih layak digunakan, sekaligus
mengurangi sampah makanan yang semakin meningkat setiap tahun.?’

Kesimpulannya, praktik melato’ atau istilah lain yang memiliki kemiripan
dalam pelaksanaannya adalah tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu dan
menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tradisi ini dilakukan dengan cara
memungut sisa-sisa hasil panen milik orang lain, baik berupa padi, cengkeh,
kakao, atau hasil panen lainnya yang masih dapat dimanfaatkan. Kegiatan ini
menunjukkan adanya rasa saling tolong-menolong dalam masyarakat, di mana
mereka tidak membiarkan hasil panen yang berharga terbuang sia-sia. Namun
demikian, praktik ini harus tetap diawasi dan dikelola dengan baik agar tidak
berkembang menjadi permasalahan baru di masyarakat, khususnya konflik antara
pihak pelato’ dan pemilik kebun. Hal ini penting agar nilai positif dari tradisi
tersebut tetap terjaga tanpa menimbulkan dampak negatif bagi keharmonisan
masyarakat.

2. Aspek Sosial - Budaya dalam Melato’

Pembahasan aspek sosial budaya dalam praktik melato’ penting untuk
memahami mengapa praktik ini masih berlangsung di masyarakat. Karena penting
untuk memahami konteks sosial budaya untuk membantu dalam menganalisis
praktik ini dari perspektif hukum ekonomi syariah, terutama dalam kaitannya
dengan keadilan, hak milik, dan kejujuran.

Melato’ bukan hanya sekedar praktik ekonomi, tetapi juga mencerminkan
nilai-nilai sosial budaya. Karena melato’ adalah praktik yang dilakukan oleh
seseorang di banyak masyarakat agraris, kegiatan ini menunjukkan nilai kerja

sama yang sering dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial, di mana pemilik

%" Susan P. Harvey et al., “Farmer attitudes and perceptions toward gleaning programs
and the donation of excess produce to food rescue organizations,” Journal of Agriculture, Food
Systems, and Community Development, Vol. 11, No. 4 (2022): h. 78.
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ladang/kebun memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan
hasil panen yang tersisa.?®
Selain itu, melato’ juga menjadi cara untuk menumbuhkan rasa
pemberdayaan sosial, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Praktik ini
memberikan manfaat langsung bagi mereka yang memungut sisa panen, sekaligus
membawa kebahagiaan bagi pemilik lahan karena dapat berbagi dan membantu
sesama. Namun, agar tidak menimbulkan masalah, kegiatan ini perlu dilakukan
sesuai batasan dan aturan yang berlaku. Seperti firman Allah SWT. yang terdapat
dalam QS. Al-An’am/6: 141. )
‘5‘ \.41*4 @Jjb J’J‘J WJJ"" ﬁ) S e =:J~> G S 323
s 151 53 T8 8 ;«w,@ et gy O3l
@& u\.gf..J ;,& NG \).eﬁﬁjos\:z;

Terjemahnya:

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang
tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa
(rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya
(zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-
Iebihan.ZQSesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-
lebihan.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna Diangi (Puang Alla Taala) mappajari uma tisusu-susung anna (uma)
andiang tisusu-susung. Ponna kuruma, tuda-tuda’ maragi-ragi buana,
zaitun anna dalima iya sinrupa (tokko anna bulunna), anna andiangi sitteng
(rasana). Andemi bua iya (maragi-ragi di’o) mua mimbuai, anna pasungi
ha’na (sakka’na) di wattu mupoppi ‘na. Anna dao ta’ lewa-lewa’.
Sitonganna Puang Alla Taala andiang ma’elo’i to ta’lewa-lewa’.

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan agar sebagian hasil

panen diberikan kepada fakir miskin sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah.

% M. Rusdi dkk., “Solidaritas Sosial Masyarakat Petani Di Desa Wanareja Kabupaten
Buru,” Jurnal limiah Mandala Education, Vol. 6, No. 2 (2020): h. 24.

? Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 199.



29

Pemberian ini merupakan hak yang disalurkan oleh pemilik kebun secara
sukarela, bukan sesuatu yang boleh diambil tanpa izin. Dalam ayat tersebut, di
jelaskan bahwa pada zaman dulu penduduk di Madinah, apabila para pemilik
pohon kurma memanen kurma mereka, mereka membawa tangkai-tangkai kurma
tersebut lalu di bawa ke masjid, pemilik kebun kemjudian dengan sengaja
memukul tangkai buah hasil panennya, kemudian yang jatuh di ambillah oleh
fakir miskin. Namun, hal ini dilakukan secara sukarela dan izin langsung dari
pemilik hasil panen. Oleh karena itu, meskipun praktik melato’ sering dipandang
sebagai bentuk solidaritas sosial, tindakan ini tetap memerlukan persetujuan
pemilik kebun agar tidak bertentangan dengan prinsip hak milik dalam hukum
ekonomi syariah.

Berkesinambungan dengan anjuran dalam ayat tersebut, sebuah penelitian
dari luar negeri juga menunjukkan bahwa praktik serupa memberikan banyak
manfaat, seperti mengurangi pemborosan makanan dan mendukung keberlanjutan
sumber daya. Dengan nilai-nilai sosialnya, melato’ bukan hanya tradisi lokal,
tetapi juga wujud nyata dari solidaritas dan kesadaran lingkungan yang penting
bagi masyarakat.*

Hal ini akan menjadikan masyarakat yang kurang mampu terbantu dalam
hal ekonomi dengan adanya praktik melato’ dan menjadikan hasilnya sebagai
sumber penghasilan tambahan atau bahkan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan
pokok. Meskipun jika dilihat secara umum praktik ini adalah tindakan yang
harusnya terlarang, karena melibatkan pengambilan hak milik orang lain, namun

aspek sosial budaya menjadikan praktik melato’ tetap exsist di masyarakat. Oleh

% Sarah Lott, Emily Irwin, dan Sarah Heiss, “Gleaner-farmer relationships: A study of
recruitment and relationship development,” Journal of Agriculture, Food Systems, and Community
Development, Vol. 9, No. 3 (2020): h. 127.
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karena itu, aspek sosial budaya tidak boleh satu-satunya yang dijadikan
pertimbangan, tetapi juga dalam hukum ekonomi syariah.
3. Kaidah al - ‘4datu Muhakkamah dalam Praktik Melato’

Praktik melato’, yaitu kegiatan memungut sisa-sisa hasil panen di kebun
milik orang lain, merupakan tradisi yang telah berlangsung lama dan menjadi
bagian dari kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis
berdasarkan kaidah al-‘Adatu Muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan
hukum) untuk menilai apakah praktik ini memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
dalam kaidah tersebut.

Adat dalam kaidah al-‘Adatu muhakkamah mencakup kebiasaan atau
tradisi yang dikenal dengan istilah ‘urf, baik berupa perkataan maupun perbuatan,
dan dapat bersifat umum atau khusus. Adat didefinisikan sebagai:

e e e Ge 5% 50
Artinya:

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan
rasional.”

Definisi tersebut memberikan maksud bahwa adat merupakan sesuatu yang
secara terus menerus dilakukan oleh manusia baik itu perkataan ataupun
perbuatan karena hal tersebut dapat diterima akal dan secara tidak sadar manusia
terus menerus melakukan hal tersebut.®

Kaidah ini didasarkan pada QS al- A’raf/7: 199.%

& ) 2 o 215 il i 5id0

¥t Ahmad Musadad, Qawaid Fighiyyah Igtishadiyah (Cet. I; Malang: CV. Literasi
Nusantara Abadi, 2019), h. 180.

% Mif Rohim, Qawa’id Fighiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum), Buku Ajar
Qawa’id Fighiyyah (Cet. |; Jawa Timur: LPPM UNHASY Tebuireng Jombang, 2019), h. 176
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Terjemahnya:

Jadilah pemaaf, perintahlah (oran

-orang) pada yang makruf, dan
berpalinglah dari orang-orang bodoh.39

Terjemahan Bahasa Mandar:

Penjario pa’dappang anna passio’o tau mappogau’ apiangang, anna
pippondo’o (pillea’o) pole di to cangngo.

Dalam ayat ini, kata ‘urf diartikan sebagai ma’riif, yaitu adat kebiasaan
masyarakat yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Al-
Qur’an, kata ma’riif sering digunakan dalam berbagai hukum penting, seperti
hukum pemerintahan dan hukum perkawinan. Dalam konteks sosial, ma’rif
merujuk pada adat kebiasaan dan praktik muamalah yang berkembang dalam
suatu masyarakat. Oleh karena itu, makna ma’ritf bisa berbeda-beda sesuai
dengan perbedaan bangsa, negara, dan zaman.

Sebagian ulama mendefinisikan ma’riif sebagai segala sesuatu yang
dipandang baik menurut tabiat manusia yang masih murni serta tidak bertentangan
dengan akal sehat. Bagi kaum Muslim, prinsip utamanya adalah berpegang teguh
pada dalil yang kuat dari Al-Qur’an dan Sunnah, sambil tetap memperhatikan adat
kebiasaan serta norma yang berlaku dalam masyarakat selama tidak bertentangan
dengan ketentuan agama yang jelas.

Kaidah al-‘adatu muhakkamah menegaskan bahwa ‘urf dapat dijadikan
dasar hukum Islam apabila tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Qur'an atau
Hadis.** Namun tidak semua kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. ‘Urf yang
bersifat umum adalah kebiasaan yang diterima luas sejak masa sahabat hingga

sekarang, sementara ‘urf khusus hanya berlaku di lingkungan masyarakat tertentu

¥ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 165.

% Arif Maulana dan Usep Saepullah, “Telaah Prinsip Kafa’ah dalam Hadis tentang
Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah al-‘Adatu Muhakkamah),” Jurnal
Penelitian IImu Ushuluddin, Vol. 4, No. 1 (2024): h. 7.
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sesuai dengan konteksnya. * Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar

suatu adat kebiasaan bisa dijadikan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Adat tidak bertentangan dengan syariat. Adat yang dijadikan hukum harus
sesuai dengan syariat yang ada. Contohnya dalam kebiasaan jual beli di pasar
tradisional, penjual sering memberikan bonus barang kecil (seperti cabe atau
bawang) sebagai tambahan tanpa ada perjanjian sebelumnya.

b. Adat berlaku secara konstan dan menyeluruh. Adat harus dilakukan secara
konstan (terus-menerus) dan diakui oleh mayoritas masyarakat.

c. Adat terbentuk seiring waktu penggunaannya. Adat yang dijadikan hukum
harus relevan dengan masa saat adat itu digunakan.

d. Tidak disepakati untuk ditinggalkan. Jika kedua pihak sepakat untuk tidak
mengikuti adat, maka adat tidak berlaku.

e. Tidak berlaku untuk ibadah mahdlah. Adat tidak dapat diterapkan dalam
ibadah yang sudah memiliki aturan tetap. Seperti dalam zakat perdagangan,
ketentuannya adalah 2,5% dari keuntungan bersih.

f. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam transaksi. Contohnya dalam akad
murabahah di bank syariah, kedua pihak sepakat bahwa pembayaran cicilan
dilakukan tiap bulan. Adat setempat yang mengizinkan pembayaran setiap tiga
bulan tidak dapat diterapkan jika tidak sesuai dengan perjanjian awal

g. Bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. *

Berdasarkan kaidah ini, terdapat beberapa kaidah yang lahir akibat adanya

kaidah ini. Diantaranya adalah sebagai berikut.

® Sidanatul Janah, “Eksistensi ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam,” Al-
Manar: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1 (2023): h. 5-6.

% Ahmad Musadad, Qawaid Fighiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Figih Hukum
Ekonomi Syariah (Cet. Il; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 180-181.
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a. Kaidah yang berbunyi
SV 4 aacs B a8 A Llay s Gilas gk angs L K
|

Artinya:

“Setiap aturan yang didatangkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada
pembatansannya dalam syara’ dan (juga tidak ada pembatasannya dalam)
aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan (‘urf)”.

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum suatu perkara yang tidak ada
ketentuan khusus dalam syariat, dikembalikan pada kebiasaan masyarakat selama
tidak bertentangan dengan syariat. Dalam praktik melato’, kebiasaan masyarakat
dalam memanfaatkan sisa hasil panen menjadi dasar berlangsungnya tradisi ini.
Namun, meskipun kebiasaan tersebut diterima secara luas, kebiasaan itu tetap
perlu dianalisis untuk memastikan apakah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi
syariah, terutama dalam hal hak milik dan keadilan.

b. Kaidah yang berbunyi

-

K K K 315 T e D) ' P }ﬁ“c/o —~ 0o i
(&a 5 Ula 3 o i 5585 Ca3adl (e A ey
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Artinya:

“Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan urf berubah dengan
berubahnya ‘urf tersebut, baik masa maupun tempat”.%’

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat yang menjadi dasar
penetapan hukum dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan
sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam penelitian ini, praktik melato’ berkembang
sebagai kebiasaan yang diterima masyarakat karena faktor sosial dan ekonomi

tertentu. Namun, perubahan kondisi sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi

% Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fighiyah (Kaidah-Kaidah Figih) (Cet. I; Pelembang:
CV. Amanah, 2020), h. 93, 97.
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relevansi kebiasaan tersebut dalam perspektif hukum syariah. Oleh karena itu,
penting untuk melakukan analisis lebih mendalam untuk melihat apakah praktik
ini masih sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam hal

keadilan, hak milik, dan kejujuran.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat yuridis
empiris. Menurut Moleong dan Saryono yang dikutip oleh Abdul Fattah Nasution
dalam bukunya, bahwa Penelitian kualitatif berpusat pada pemahaman mendalam
tentang fenomena yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, atau
tindakan, dalam lingkungan alami. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi,
menganalisis, dan menjelaskan aspek sosial yang unik atau kompleks yang tidak
dapat diukur atau dijelaskan dengan metode kuantitatif.*

Selain itu, jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis
empiris adalah penelitian yang berfokus untuk mengamati dan menganalisis cara
hukum diterapkan dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk memahami perubahan yang terjadi antara sistem
hukum dan realitas sosial di mana hukum diterapkan. Penelitian ini mengamati
sejauh mana hukum dipatuhi dan bagaimana penerapan hukum berfungsi di
masyarakat.?

Penelitian ini menggabungkan kajian hukum normatif dengan data empiris
yang diperoleh dari praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis praktik melato’ di Desa Saletto berdasarkan prinsip-prinsip hukum
ekonomi syariah, yaitu keadilan, hak milik, dan kejujuran. Dalam penelitian

yuridis-empiris ini, penulis tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku,

! Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. |; Bandung: CV. Harva
Creative, 2023), h. 34.

Z Satriya Nugraha, Metode Penelitian Hukum (Cet. I; Kalimantan Selatan: Ruang Karya,
2024), h. 38.
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tetapi juga melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut dipahami dan diterapkan
oleh masyarakat dalam praktik melato’.
2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di salah satu desa di Kabupaten
Mamuju, yaitu Desa Saletto. Desa Saletto dikenal dengan daerah yang
menghasilkan petani, baik itu petani kakao atau cengkeh, atau yang lain-lain,
karena Desa Saletto berada di daerah yang biasa di sebut orang-orang dengan
gunung. Yang daerahnya banyak kebun dan di tanami oleh banyak tanaman dalam
komoditas perkebunan. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah lokasinya
yang strategis, karena banyaknya aktivitas pertanian/perkebunan, terutama kakao,
sehingga muncul masalah yang menjadi awal permasalahan dalam penelitian ini,
yaitu praktik melato’ kakao yang belum diketahui dengan jelas bagaimana
hukumnya.

B. Pendekatan Penelitian
1. Pendekatan Teologi Normatif (Syar’i)

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teologi
normatif syar’i, yang mengacu pada sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-
Qur’an, hadis, dan kaidah-kaidah fikih.®> Pendekatan teologi normatif syar’i ini
digunakan untuk menilai sejauh mana praktik ekonomi yang terjadi di masyarakat,
seperti kebiasaan melato’ kakao di Desa Saletto, sudah sesuai dengan prinsip-
prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah fikih.

Pendekatan ini juga diterapkan karena hukum ekonomi syariah tidak hanya
menilai aspek legalitas suatu praktik, tetapi juga melihat kesesuaiannya dengan
nilai-nilai Islam secara lebih luas. Dengan mengacu pada sumber utama hukum

Islam, penelitian ini dapat menganalisis apakah praktik melato’ mencerminkan

® Parid Sidik, “Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam,” As-
Syar i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 5, No. 3 (2023): h. 1021.
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keadilan bagi pemilik kebun dan pelato’, apakah hak milik tetap dihormati, serta
apakah praktik ini dilakukan dengan jujur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
ekonomi syariah.

Selain itu, pendekatan normatif melengkapi pendekatan empiris dalam
penelitian ini. Jika pendekatan empiris bertujuan untuk memahami bagaimana
praktik melato’ berlangsung di masyarakat, maka pendekatan normatif
menyediakan kerangka hukum ekonomi syariah untuk menilai kesesuaiannya.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik melato’,
tetapi juga memberikan analisis mengenai sejauh mana praktik tersebut sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Pendekatan Sosiologis

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan berbagai bentuk
interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.” llmu ini bertujuan untuk memahami
bagaimana fenomena sosial saling mempengaruhi, termasuk hubungan antara
ekonomi dan agama, serta bagaimana kebiasaan yang berkembang dalam
masyarakat membentuk pola perilaku tertentu.

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami
bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, hak milik,
dan kejujuran, berinteraksi dengan kebiasaan masyarakat dalam praktik melato’ di
Desa Saletto. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji
bagaimana praktik ekonomi yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh
nilai-nilai yang dianut, serta bagaimana perubahan sosial memengaruhi
pemahaman dan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pendekatan ini, penelitian juga berupaya menggali bagaimana

prinsip ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan kaidah fikih

* Achmad Slamet, Metodologi Studi Islam (Kajian Metode dalam llmu Keislaman) (Cet.
I; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 169.
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dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat
mengidentifikasi sejauh mana praktik melato’ mencerminkan nilai-nilai ekonomi
syariah dan bagaimana kebiasaan masyarakat berperan dalam membentuk pola
ekonomi yang ada.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan lokasi atau pihak di mana peneliti mendapatkan
data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tempat ini bisa
berupa individu, institusi, dokumen atau sumber lain yang relevan dengan topik
penelitian.”

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari
sumbernya tanpa perantara. Data ini sering disebut sebagai data asli atau data baru
karena dikumpulkan langsung dari lapangan, sehingga bersifat lebih terkini dan
relevan dengan kondisi saat penelitian dilakukan. Peneliti biasanya
mengumpulkan data primer melalui berbagai metode, seperti wawancara, survei,
atau observasi.

Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari petani, dalam hal
ini adalah pemilik kebun, pemerintah, ulama setempat, dan juga masyarakat
sekitar di Desa Saletto, Kec. Simboro, Kab. Mamuju.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif diperoleh dengan

metode wawancara, observasi dan dokumentasi.
1. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara berinteraksi secara langsung dan tatap muka antara peneliti dan narasumber

®> Abdurrahman Misno B.P. dan Ahmad Rifai, Metode Penelitian Muamalah (Cet. I;
Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018), h. 75.
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atau sumber data. Teknik ini melibatkan sesi tanya jawab di mana peneliti
mengajukan pertanyaan secara lisan, dan narasumber memberikan jawaban secara
langsung.® Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara
mendalam, mengklarifikasi jawaban, dan memahami konteks serta nuansa yang
mungkin tidak terungkap melalui metode pengumpulan data lainnya.
2. Observasi

Teknik observasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati
secara langsung suatu peristiwa, perilaku, atau situasi menggunakan indera seperti
penglihatan dan pendengaran. Dengan metode ini, peneliti bisa mendapatkan
gambaran nyata dan detail dari keadaan yang diteliti, sehingga dapat memahami
fenomena tersebut berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Teknik observasi
dalam penelitian ini dilakukan secara tidak langsung dengan menelaah kondisi
sosial dan budaya masyarakat yang berkaitan dengan tradisi melato’. Observasi ini
bertujuan untuk memahami bagaimana praktik tersebut berlangsung dalam
kehidupan masyarakat serta bagaimana prinsip keadilan, hak milik, dan kejujuran
berperan di dalamnya. Pengamatan dilakukan dengan menggali informasi melalui
wawancara dan data lain yang relevan untuk menilai sejaun mana praktik melato’
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah seperangkat alat, atau metode yang dirancang
secara sistematis untuk mengumpulkan, mengukur, dan merekam data yang
relevan dalam suatu penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai sarana untuk
memperoleh informasi yang valid, reliabel, dan sesuai dengan kebutuhan

penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan

® H Nazar Naamy, Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya (Cet. I;
Nusa Tenggara Barat: Pusat Penelitia dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019), h. 131.
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penelitian, memecahkan masalah yang sedang dikaji, atau mencapai tujuan
penelitian yang telah ditetapkan.’

Dalam konteks penelitian kualitatif, instrumen penelitian memiliki
karakteristik yang khas karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap
fenomena tertentu, sering kali dalam bentuk data non-numerik. Dalam penelitian
kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti bertindak
sebagai pengumpul, pengolah, dan penganalisis data yang fleksibel dan adaptif
terhadap situasi penelitian. Namun, untuk mendukung proses pengumpulan data,
berbagai instrumen lain dapat digunakan, seperti:

1. Alat Tulis Menulis (ATK), yang dimaksud ATK disini adalah berupa
pulpen, pensil dan kertas yang digunakan untuk menulis hasil wawancara
dari narasumber di Desa Saletto.

2. Handphone vyaitu alat elektronik yang digunakan peneliti untuk
mendokumentasikan wawancara antara peneliti dengan pemilik kebun atau
masyarakat sekitar. Alat ini diperlukan agar ada bukti dan kejelasan
terhadap kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini.

3. Pedoman wawancara, yang dimaksud yaitu pertanyaan yang diajukan oleh
peneliti yang berkaitan dengan penelitian.?

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses seleksi dan penyederhanaan informasi yang

diperoleh selama penelitian untuk memastikan data yang relevan dan penting

menjadi fokus utama. Proses ini mencakup pemilihan, pemusatan perhatian, dan

" Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, dan Taofan Ali Achmadi, Metode
Penelitian Kuantitatif (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 49.

8 Amrin Kamaria, “Implementasi Kebjikan Penataan dan Mutasi Guru Pegewai Negeri
Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara,” Jurnal limiah Wahana
Pendidikan, Vol. 7, No. 3 (2021): h. 88.
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pemfokusan pada data yang mendukung tujuan penelitian, serta pencatatan data
yang relevan selama kerja lapangan. Pada intinya, reduksi data merupakan
langkah penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memperjelas,
mengelompokkan, mengarahkan, dan menajamkan data yang ada. Dengan
menghilangkan informasi yang tidak relevan atau kurang penting, proses ini
menyederhanakan data sehingga narasi yang dihasilkan lebih mudah dipahami.
Selain itu, reduksi data membantu peneliti dalam membangun fokus yang jelas,
yang pada akhirnya mengarah pada kesimpulan yang dapat di
pertanggungjawabkan secara ilmiah.’
2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian biasanya dilakukan dalam berbagai
bentuk, seperti uraian deskriptif, bagan, hubungan antar kategori, tabel, atau
visualisasi lainnya. Namun, dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya
dilakukan dalam bentuk teks naratif. Naratif di sini berarti menyampaikan data
dalam bentuk cerita atau penjelasan yang runtut dan terstruktur, yang bertujuan
untuk memberikan gambaran mendalam dan menyeluruh tentang hasil penelitian.

Pendekatan naratif berfungsi untuk menyusun data secara kronologis,
menggambarkan konteks, menghubungkan kategori serta memahami makna di
balik fakta. Penyajian data yang baik dan efektif memungkinkan peneliti untuk
melihat gambaran keseluruhan dengan lebih jelas, sehingga dapat membuat
keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam langkah penelitian berikutnya.

3. Kesimpulan/Verifikasi
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah hasil dari analisis data yang

menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah dijelaskan secara

® Rony Zulfirman, “Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan,” Jurnal Penelitian,
Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 3, No. 2 (2022): h. 150.
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mendalam. Temuan ini dapat berupa penjelasan detail atau gambaran yang jelas
mengenai suatu objek atau fenomena yang sebelumnya kurang dipahami. Selain
itu, kesimpulan juga dapat menggambarkan hubungan atau interaksi antar elemen
yang ditemukan selama proses penelitian.'® Dalam konteks penelitian kualitatif,
kesimpulan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman baru tetapi juga
untuk menjelaskan secara mendalam konteks dan makna dari fenomena yang
diteliti.
G. Pengujian Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, terdapat beberapa teknik untuk memeriksa
keabsahan data, antara lain uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas,
dan uji konfirmabilitas. Teknik-teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa
data yang dikumpulkan dapat diandalkan, relevan, dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam konteks penelitian. Uji kredibilitas bertujuan untuk
menilai keabsahan dan kepercayaan data, sementara uji transferabilitas
mengevaluasi sejauh mana temuan dapat diterapkan dalam konteks atau populasi
lain. Uji dependabilitas digunakan untuk memastikan bahwa proses penelitian
konsisten dan dapat diandalkan dari waktu ke waktu, sedangkan uji
konfirmabilitas menekankan pada objektivitas dan kecocokan antara temuan
dengan data yang sebenarnya.'’ Dengan menggunakan teknik-teknik ini secara
komprehensif, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian kualitatif mereka

valid, akurat, dan relevan bagi pemahaman dan interpretasi yang lebih baik.

1 Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, dan Ardiyansah, Metode Pengolahan Data
Kualitatif Menggunakan Atlas.ti (Cet. I; Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik
FISIP-UNDIP, 2022), h. 15-17.

1 Muhammad Hasan dkk., Tahta Media Group (Cet. |; Makassar: Tahta Media Group,
2022), h. 198.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas tentang Desa Saletto
1. Sejarah Desa Saletto

Desa Saletto merupakan salah satu desa yang berada di daerah kawasan
Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Desa Saletto pada awalnya merupakan
bagian dari Desa Botteng, tepatnya sebagai salah satu dusun yang berada di bawah
wilayah administratif Botteng. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan akan
pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif, dilakukan pemekaran desa. Dalam
proses pemekaran tersebut, Desa Botteng yang semula menjadi desa induk,
dimekarkan menjadi dua wilayah, yaitu Botteng dan Botteng Utara.

Selanjutnya, wilayah Pati’di’ yang sebelumnya masih tergabung dengan
Saletto, juga turut mengalami pemekaran. Dari pemekaran dua desa tersebut,
akhirnya terbentuklah empat desa baru, yaitu Botteng, Botteng Utara, Pati’di’, dan
Saletto. Maka, secara administratif, Desa Saletto saat ini berdiri sebagai desa
mandiri yang sebelumnya merupakan dusun dari Desa Botteng, dan terbentuk
melalui proses pemekaran bersama wilayah Pati’di’.

2. Letak Geografis Desa Saletto

Desa Saletto merupakan salah satu wilayah yang dianugerahi tanah yang
subur dan cocok untuk berbagai jenis tanaman, terutama tanaman perkebunan
seperti kakao. Kondisi alam yang mendukung ini menjadikan sektor pertanian
sebagai mata pencaharian utama masyarakat. Sebagian besar penduduknya
menggantungkan hidup dari hasil mengelola lahan, baik sebagai petani lahan
sendiri maupun buruh tani di kebun milik orang lain. Desa Saletto secara

administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
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a. Bagian Utara berbatasan dengan Kelurahan Simboro

b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Botteng Utara

c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Pati’di

d. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Pangasaang
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Berdasarkan batas-batas wilayah yang telah dikemukakan tersebut, secara

keseluruhan luas wilayah Desa Saletto adalah 8,87 Km?* Desa Saletto terdiri dari

beberapa dusun, di antaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk

No Dusun Laki-Laki Perempuan | Jumlah Jiwa
1 | Saletto 318 354 672
2 | Limbong Bassi 229 228 457
3 | Ende 135 134 269
4 | Dolangan 1 183 170 353
5 | Dolangan 2 114 91 205
6 | Gannol 165 133 298
7 | Ganno Il 131 138 269
8 | Betteng Batu 35 28 63
9 | Ratte Padada 120 139 259
10 | Kayu Lita 71 68 139
11 | Ratte Tallang 23 24 47
12 | Tadagang 144 133 277
13 | Saluleang 114 138 252
14 | Salupalli 81 75 156
15 | Kayu Mea 33 51 84

Jumlah 1896 1955 3800
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Sumber : Kantor Desa Saletto, 2024

3. Keadaan Sosial
Secara sosial, masyarakat Desa Saletto dikenal memiliki hubungan
kekerabatan yang kuat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan
gotong-royong. Interaksi antarwarga berlangsung secara harmonis dan saling
membantu, terutama dalam kegiatan bertani dan panen. Meskipun sebagian tradisi
lokal masih dipertahankan, perubahan sosial mulai terlihat seiring dengan
perkembangan zaman dan meningkatnya akses terhadap informasi. Dalam
kehidupan sehari-hari, masyarakat juga memiliki kedekatan dengan tokoh agama
dan tokoh adat, yang berperan penting dalam menjaga nilai-nilai moral dan sosial
di lingkungan desa.
4. Keadaan Ekonomi dan Jenis Pekerjaan
Distribusi penduduk menurut mata pencaharian/ pekerjaan di Desa Saletto
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.

Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Saletto, Kecamatan

Simboro
No Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%)
1 | Petani 2840 87,92%
2 | PNS 35 1,08%
3 | Wiraswasta 161 5%
4 | Buruh 194 6%
Jumlah 3.230 100

Sumber : Kantor Desa Saletto, 2024
Berdasarkan tabel 2. Menunjukkan bahwa bentuk mata pencaharian

terbesar dan terbanyak di Desa Saletto adala petani dengan persentase 87,92%.
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Kemudian buruh 6%, untuk Wiraswasta 5% dam PNS dengan persentase 1,08%.
Sisanya adalah yang tidak memiliki pekerjaan, baik itu karena pengangguran,
anak kecil atau lansia. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Saletto mata
pencaharian yang paling banyak digandrungi oleh masyarakat adalah sebagai
petani. Diantaranya yang paling banyak adalah petani kakao. Diantara 3800 jiwa,
570 orang diantaranya adalah yang tidak bekerja, diantaranya adalah anak kecil,
lansia dan juga yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini didukung karena keadaan
wilayah Desa Saletto yang sebagian besar adalah kebun serta keadaan
geografisnya yang menunjukkan bahwa tanah di Desa Saletto adalah tanah yang
subur, dan cocok untuk bertani.
5. Informan

Informan dalam penelitian ini mencakup pemilik kebun, masyarakat
sekitar, tokoh agama, aparat desa, jenis kelamin, usia, serta tingkat kepemilikan
kebun bagi informan yang berstatus pemilik. Beberapa informan tersebut, dapat

dilihat pada tabel berikut.

No Nama Jenis Umur Status Alamat
Kelamin

1. | Namruh Asdar L 52 Tahun | TOKOh Agama | \pamyijy

1. | Abdul Kadir L 40 Tahun | Kepala  Desa | Desa Saletto
Saletto

2. | Badariah P 40 Tahun | Pemilik Kebun | Desa Saletto
Kakao

3. | sawal L 37 Tahun | Masyarakat Desa Saletto
Setempat

4. | Ramlah P 37 Tahun | Pemilik Kebun | Desa Saletto
Kakao

5. | Syarifuddin L 50 Tahun | Pemilik Kebun | Desa Saletto
Kakao
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6. | Mahmuddin L 33 Tahun Pemilik Kebun | Desa Saletto
Kakao

7| Munah p 55 Tahun Pemilik Kebun | Desa Saletto
Kakao

8. | Rukiah P 80 Tahun Pemilik Kebun | Desa Saletto
Kakao

9. | Nasriah P 33 Tahun Pemilik Kebun | Desa Saletto
Kakao

10. | Saharang L 38 Tahun Pemilik Kebun | Desa Saletto
Kakao

11. | Kia P 42 Tahun Pemilik Kebun | Desa Saletto
Kakao

12 | Irma p 40 Tahun | Masyarakat Desa Saletto
Setempat

Tabel. 3
Luas Kebun Pemilik Kebun

No Nama Jenis Kelamin Umur Luas Kebun

1. | Badariah P 40 Tahun 72 ha

2. | Ramlah P 37 Tahun 1ha

3. | Syarifuddin L 50 Tahun 1 ha

4. | Mahmuddin L 33 Tahun +1ha

5. | Munah P 55 Tahun 1ha

6. | Rukiah P 80 Tahun Yaha

7. | Nasriah P 33 Tahun 1ha

8. | Saharang L 38 Tahun 72 ha

9. | Kia P 42 Tahun Y2 ha
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Kesembilan pemilik kebun memiliki luas kebun yang berbeda-beda. Jika
seluruh luas kebun dijumlahkan dan dibagi rata, maka setiap orang rata-rata
memiliki sekitar % ha. Dengan masing-masing pemilik kebun dengan kebun 1 ha
masing-masing memiliki sekitar 900 pohon kakao. Kemudian pemilik kebun
dengan luas kebun % ha memiliki sekitar 450 pohon kakao. Dengan karakteristik
pemilik kebun tersebut adalah rata-rata merupakan pendatang yang sudah tinggal
lama di Desa Saletto.

Praktik melato’ di Desa Saletto masih menjadi bagian dari dinamika sosial
.yang berlangsung hingga saat ini, meskipun dalam pelaksanaanya mengalami
sejumlah pergeseran perilaku dari bentuk awalnya. Untuk memahami praktik ini
secara mendalam, data dikumpulkan melalui wawancara dengan dua belas (dua
belas) informan kunci dengan karakteristik yang berbeda-beda selama periode
bulan Mei 2025. Proses wawancara dilakukan dalam beberapa kali pertemuan,
baik secara langsung maupun melalui komunikasi pesan sebagai tindak lanjut.

Para informan terdiri dari tokoh agama, pemerintah desa, pemilik kebun,
dan warga yang memahami praktik melato’. Seluruh data yang diperoleh
dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip
kejujuran, keadilan, dan hak milik, guna melihat sejauh mana praktik ini sejalan
dengan nilai-nilai tersebut.

B. Penerapan Praktik Melato> Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro,
Kabupaten Mamuju

Penelitian ini memfokuskan objek kajian pada praktik melato’ yang terjadi
pada salah satu komoditas perkebunan di Desa Saletto, yaitu kakao. Komoditas ini
dipilih karena banyak dibudidayakan oleh masyarakat dan sering menjadi objek

dalam praktik melato’.
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Praktik melato’ di Desa Saletto tidak terlepas dari latar belakang
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan
hidup pada sektor pertanian. Dalam memahami latar sosial pemilik kebun yang
menjadi bagian dari dinamika praktik melato’ di Desa Saletto, penting untuk
melihat lebih dekat karakteristik mereka, terutama terkait luas lahan kebun dan
asal-usul mereka. Berdasarkan data lapangan, pemilik kebun yang menjadi
informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang, dengan luas kebun rata-
rata antara setengah hingga satu hektar. Selain itu, sebagian dari mereka
merupakan pendatang yang telah menetap cukup lama di desa tersebut.

Hal ini menjadi relevan karena ukuran kebun berkaitan dengan potensi
hasil panen yang ditinggalkan dan berpeluang menjadi sasaran praktik melato’,
sementara status kependudukan pemilik kebun dapat memengaruhi relasi sosial
mereka dengan masyarakat sekitar. Pemahaman terhadap kedua aspek ini turut
menjelaskan bagaimana praktik melato’ terjadi dalam konteks sosial masyarakat
Desa Saletto, sekaligus menunjukkan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip
seperti keadilan, hak milik, dan kejujuran dalam hukum ekonomi syariah.

Berkaitan dengan hal tersebut, latar belakang kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat Desa Saletto juga memiliki peran penting dalam mendorong
terjadinya praktik melato’. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup
pada sektor pertanian. Dalam kehidupan masyarakat desa, kebun kakao
merupakan sumber penghasilan utama yang berdampak besar bagi ekonomi
keluarga. Sementara itu, sebagian warga lainnya yang tidak memiliki kebun dan
tidak memiliki pekerjaan tetap, berupaya mencari penghasilan tambahan melalui
cara-cara yang bersifat informal, salah satunya melalui melato’.

Praktik melato’ di Desa Saletto merupakan kebiasaan yang sudah

berlangsung sejak lama yang diketahui sebagai bentuk solidaritas sosial. Dalam
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pemahaman masyarakat Desa Saletto, melato’ adalah aktivitas mengambil sisa-
sisa hasil panen milik orang lain, seperti buah kakao yang jatuh ke tanah, digigit
tikus, atau yang tertinggal oleh pemiliknya. Biasanya, saat panen pemilik kebun
akan membuka buah kakao, kemudian apabila ada yang rusak maka itu tidak akan
diambil lagi oleh pemilik kebun. Bentuk-bentuk kakao yang seperti itulah yang
biasanya diambil oleh para pelato’.

Praktik ini umumnya dilakukan setelah panen selesai, atau pada saat
pemilik kebun tidak berada di lokasi. Ibu Ramlah, salah satu pemilik kebun yang
penulis wawancarai, menjelaskan bahwa praktik ini adalah praktik yang dianggap
masih dalam batas yang wajar, dan tidak dianggap merugikan. Praktik ini adalah
praktik yang secara kebiasaan dilakukan dengan menunggu pemilik kebun panen,
kemudian orang yang akan melato’ datang pada saat pemilik kebun selesai panen
kemudian mengambil sisa-sisa panen yang jatuh ke tanah, yang tidak terlihat atau
lupa di ambil oleh pemilik kebun, atau yang digigit tikus. Orang yang melato’
biasanya tahu batasan dan hanya mengambil yang sudah tidak dibutuhkan lagi
oleh pemilik kebun. Biasanya dilakukan tanpa meminta izin, karena secara tidak
langsung berdasarkan kebiasaan pemilik telah memberi izin dan mengikhlaskan.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ibu Badariah, seorang pemilik kebun,
yang menyebut bahwa praktik ini awalnya bisa dimaklumi karena dilakukan oleh
orang-orang yang tidak memiliki kebun dan hanya mengambil buah yang
dianggap tidak lagi bernilai.> Dalam wawancaranya ibu Badariah menjelaskan

bahwa:

Kalau pelato’ hanya mengambil sisa-sisa hasil panen seperti yang
seharusnya, saya ikhlas, karena menurut saya mereka yang melato’ itu
mungkin tidak punya pekerjaan yang bisa membuat mereka menunjang

! Ramlah, (37 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, Wawancara, Desa Saletto, 21 Mei 2025
Waktu 08.27 WITA.

Z Badariah (40 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, Wawancara, Desa Saletto, 21 Mei 2025
Waktu 07.55 WITA.
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kehidupan mereka, sehingga mereka harus melato’ sisa-sisa hasil panen
milik orang lain. Terlebih lagi jika yang melato’ adalah orang yang sudah
lumayan tua. Saya berusaha tetap ikhlas dan menganggap praktik melato’
ini masih boleh terjadi, asal tidak jadi kebiasaan yang menjerumus kepada
hal-hal yang berupa pelanggaran.

Praktik melato’ biasanya dilakukan dengan mengambil sisa-sisa kakao
yang rusak, yang tidak diambil lagi oleh pemiliknya. Hal ini karena awalnya
pohon kakao itu agak lumayan tinggi. Dan sering terjadi keadaan di mana pemilik
kebun lupa mengambil beberapa hasil panen, atau kadang ada yang tidak terlihat.
Sedangkan yang sering terjadi akhir-akhir ini bukan lagi praktik melato’
sebagaimana dipahami sebelumnya, melainkan tindakan memetik langsung dari
pohonnya sebelum panen selesai, yang secara jelas tidak sesuai dengan makna
melato’. Ibu Ramlah kemudian menambahkan bahwa hal ini dikarenakan pohon
kakao sekarang itu pendek-pendek, juga sudah jarang ada kakao yang rusak, serta
pemilik kebun sudah jarang melupakan hasil panennya, dikarenakan harga kakao
yang tinggi. Sehingga hal-hal seperti memetik langsung dari pohonnya, tanpa
menunggu masa panen selesai, tidak dapat terhindarkan.’

Pandangan pemilik kebun terhadap praktik melato’ sangat beragam.
Sebagian besar pemilik kebun tidak mempermasalahkan jika sisa hasil panen
mereka diambil, selama dilakukan secara sopan dan terbatas. Namun, seiring
waktu, keresahan mulai muncul karena mulai muncul kegiatan-kegiatan yang
tidak lagi hanya mengambil sisa, tetapi memetik langsung dari pohon.

Ibu Badariah menyampaikan bahwa ia cenderung menerima dan

mengikhlaskan jika yang diambil adalah buah rusak atau yang sudah jatuh.*

Kalau saya pribadi, saya mengikhlaskan orang yang melato’, asal dilakukan
dengan cara yang benar, seperti yang rusak atau jatuh. Tapi kalau buah

® Ramlah, (37 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, Wawancara, Desa Saletto, 21 Mei 2025
Waktu 08.27 WITA.

* Badariah (40 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, Wawancara, Desa Saletto, 21 Mei 2025
Waktu 07.55 WITA.
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yang masih akan dikumpulkan, mayoritas pemilik kebun pasti tidak terima,
sayapun seperti itu.

Pemilik kebun lain yang bernama ibu Nasriah menyampaikan pendapatnya

terkait pengalamannya saat melihat orang yang terlihat seperti seorang pelato’.’

Saat saya pergi ke kebun di pagi hari setelah masa panen saya, saya melihat
bekas kulit kakao yang telah dibuka. Saya ingat saat pulang di sore hari
sebelumnya, saya melihat ada orang yang datang ke kebun di sebelah kebun
saya, saya kemudian tidak menegurnya karena takut asal tuduh. Dan yang
saya lihat adalah cara membukanya itu berbeda dengan cara saya membelah
buah kakao. Sehingga saya menyimpulkan bahwa pelato’ tersebut
mengambil di kebun sebelah lalu membawa kulitnya ke kebun milik saya.

Karena tidak ingin menimbulkan konflik, dan tidak ingin sembarang
menuduh, ia tidak menegur siapa pun secara langsung. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian pemilik kebun lebih memilih diam demi menjaga hubungan
sosial. Selain itu, keterangan juga disampaikan oleh Ibu Munah, seorang pemilik
kebun lainnya, yang mendapati bahwa buah kakao miliknya telah diambil
langsung dari pohon oleh seseorang yang dianggap sebagai pelato’.

la menilai bahwa perbuatan tersebut termasuk bukan lagi melato’ tetapi
pencurian karena tidak lagi mengambil sisa, melainkan memetik langsung hasil
panen yang belum dipanen oleh pemiliknya. Meski demikian, lbu Munah
menyampaikan bahwa ia berusaha mengikhlaskan kejadian tersebut dengan
prasangka baik bahwa mungkin orang tersebut memang sedang berada dalam
kesulitan ekonomi. Namun, ia juga menegaskan bahwa praktik yang muncul
karena penyalahgunaan praktik melato’ ini tidak dapat terus dibenarkan, karena
akan merugikan pemilik kebun yang juga sangat membutuhkan hasil panennya.®

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Kia, yang menyatakan bahwa ia

tidak keberatan jika ada warga yang meminta sedikit hasil panen, selama

> Nasriah, (37 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, Wawancara, Desa Saletto, 21 Mei 2025
Waktu 09.28 WITA.

® Munah, (55 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, Wawancara, Desa Saletto, 21 Mei 2025
Waktu 08.59 WITA.
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dilakukan dengan cara yang baik dan sopan.” Ibu Kia menambahkan bahwa jika
ada orang yang melato’ di kebunnya, maka ibu Kia akan mengikhlaskan dan
menghalalkan, asalkan orang tersebut memang benar-benar melato’. Meski
demikian ibu Kia kembali mengungkapkan bahwa ia heran terhadap orang-orang
yang memilih untuk melato’, padahal masih banyak pekerjaan lain yang bisa
dilakukan. la merasa bahwa mengambil hasil panen milik orang lain, meskipun
dengan alasan kebutuhan, tetap bukan pilihan yang baik, terlebih lagi jika
dilakukan tanpa izin.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian pemilik kebun tidak
hanya melihat praktik melato’ dari sisi kepemilikan harta, tetapi juga dari sisi
moral dan semangat bekerja.

Para pemilik kebun pada dasarnya menyadari bahwa praktik melato’
sebelumnya dilakukan dalam konteks yang berbeda. Mereka juga mengakui
bahwa kehidupan sosial masyarakat sebelumya lebih kuat dalam hal saling
membantu. Tetapi bukan berarti sekarang tidak ada rasa saling tolong menolong.
Namun praktik ini yang karena sudah menjadi suatu kebiasaan, kemudian
dikhawatirkan akan merambat ke arah yang salah seperti yang sudah terjadi di
beberapa keadaan. Pemilik kebun mulai merasa sangat dirugikankan karena
adanya praktik melato’ yang kemudian memunculkan praktik-praktik yang
menyimpang. Meski demikian cara untuk menghentikan penyimpangan dari
praktik melato’ sulit direalisasikan karena praktiknya yang sudah menjadi
kebiasaan serta dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit mendapatkan

bukti konkret.

" Kia, (42 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, Wawancara, Desa Saletto, 22 Mei 2025 Waktu
10.04 WITA.
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Bapak Syarifuddin, seorang pemilik kebun menceritakan bahwa ia pernah
melihat seseorang yang menunjukkan gelagat hendak melato’, dan ia langsung

menegur orang tersebut. ®

Saya melihat seseorang yang terlihat seperti hendak melato’ kakao saat
sedang berada di kebun saya, orang itu sedang berada di kebun sebelah
kebun saya. Saya langsung menegurnya dengan mengatakan, jangan ganggu
kebun di sini. Pemiliknya juga butuh hasil panennya. Jangan ambil yang
bukan hak kamu.

Tindakan beliau mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap praktik
melato’ yang mulai tidak terkendali. Kemudian seorang nenek yang berusia 80
tahun yang juga merupakan seorang pemilik kebun menyampaikan pandangan
yang berbeda terkait praktik melato’. la mengatakan bahwa praktik melato’ ada
baiknya diperbolehkan, asalkan dilakukan dengan cara yang pantas. Nenek

Rukiah berpendapat dengan mengatakan bahwa:

Sisa-sisa hasil panen yang telah jatuh atau yang rusak adalah bagian yang
boleh mereka (pelato’) ambil, asal jangan kasar atau dengan cara yang tidak
benar. Sgaya halalkan dan ikhlaskan, kalau cara ambilnya benar dan sesuai
konsep.

Pandangan beliau menunjukkan masih adanya toleransi terhadap praktik
ini. Namun, di sisi lain terdapat juga warga yang berpendapat bahwa meskipun
hanya mengambil buah yang sudah jatuh atau digigit tikus, itu tetap merupakan
bagian dari hak milik pemilik kebun. Oleh karena itu, menurut mereka, pelato’
tetap sebaiknya meminta izin terlebih dahulu.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hasil panen, beberapa pemilik
kebun juga mengubah pola panen mereka. Jika sebelumnya mereka memanen

setiap dua minggu, kini mereka mempercepat menjadi seminggu sekali untuk

8 Syarifuddin, (50 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, Wawancara, Desa Saletto, 21 Mei
2025 Waktu 08.39 WITA.

® Rukiah, (80 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, Wawancara, Desa Saletto, 21 Mei 2025
Waktu 09.09 WITA.
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menghindari hasil panen diambil oleh orang lain terlebih dahulu. Hal ini selaras

juga dengan yang disampaikan oleh ibu Nasriah.

Saya mengubah pola panen buah kakao saya menjadi seminggu sekali, dari
yang awalnya dua minggu sekali, karena khawatir akan didahului oleh orang
yang melato’.!

Pandangan masyarakat yang bukan pemilik kebun terhadap praktik
melato’ juga beragam. Salah satu informan bernama Sawal, seorang warga Desa
Saletto yang tidak memiliki kebun, menyampaikan pendapatnya dengan tegas. la
menilai bahwa praktik melato’ yang dilakukan saat ini sudah tidak dapat

dibenarkan karena merugikan pemilik kebun dan dilakukan tanpa izin.

Kalau sekarang, melato’ itu banyak terjadi praktik melato’ yang dilakukan
secara diam-diam serta tidak lagi sesuai dengan konsep melato’ yang
menunggu sisa-sisa hasil panen atau mengambil yang rusak/digigit tikus.
Sekarang sebagian besar dilakukan dengan pengambilan dari pohonnya
langsung.

Menurut Sawal, meskipun masih bisa dimaklumi jika seseorang hanya
mengambil sisa buah yang rusak atau sudah jatuh, seharusnya tetap ada aturan
yang mengatur agar tidak dilakukan sembarangan. la menyarankan agar praktik
ini dihapuskan, atau minimal dibatasi dengan kesepakatan yang jelas antara
masyarakat dan pemilik kebun, agar kebiasaan yang awalnya baik tidak berubah
jadi praktik yang merugikan salah satu pihak.**

Pendapat Sawal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kini mulai
menyadari bahwa praktik melato’ meskipun sering dianggap tidak apa-apa karena
sebagai bentuk solidaritas sosial, namun hal tersebut bisa berubah menjadi tidak
sesuai dengan nilai keadilan dan etika sosial, dan perlu ada penanganan secara
serius agar tidak berkembang menjadi kebiasaan yang membahayakan hubungan

antarmasyarakat.

1% Nasriah, (37 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, Wawancara, Desa Saletto, 21 Mei 2025
Waktu 09.28 WITA.

1 Sawal, (37 Tahun), Masyarakat Setempat, Wawancara, Desa Saletto, 21 Mei 2025
Waktu 09.28 WITA.
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Praktik melato’ yang semestinya merupakan bentuk pemanfaatan sisa
panen kini menimbulkan praktik lain yang memberikan dampak negatif bagi
pemilik kebun maupun hubungan sosial masyarakat. Secara ekonomi, pemilik
kebun mengalami kerugian karena sebagian hasil panennya diambil sebelum
sempat dipetik. Hal ini berpengaruh langsung terhadap penghasilan mereka,
terutama bagi petani kecil yang sangat bergantung pada hasil panen musiman.

Dari sisi sosial, keberadaan praktik melato’ yang awalnya dilakukan dalam
batas-batas tertentu, yaitu hanya mengambil sisa panen, yang telah rusak atau
tidak diambil lagi oleh pemilik, lama-kelamaan turut memicu munculnya praktik-
praktik menyimpang yang masih dianggap sebagai praktik melato’, namun tidak
lagi sesuai dengan maknanya yang sebenarnya. Pemilik kebun merasa tidak
dihargai ketika hasil panen mereka diambil sebelum sempat dipetik, sedangkan
sebagian pelaku beranggapan bahwa tindakan tersebut masih termasuk dalam
praktik melato’. Perbedaan pemahaman inilah yang menimbulkan keresahan di
tengah masyarakat. Banyak warga yang memilih diam meskipun mengetahui
praktik tersebut, karena takut konflik. Hanya sebagian kecil warga yang mulai
berani menegur secara langsung, seperti yang dilakukan oleh Bapak Syarifuddin.

Situasi ini memperlihatkan bahwa praktik-praktik yang menyimpang dari
melato’ telah menjadi titik rawan dalam hubungan sosial antarwarga. Ketika
beberapa pemilik kebun ditanya apakah mereka pernah menyampaikan hal ini
kepada kepala dusun atau aparat desa, sebagian besar menjawab belum pernah.
Alasan mereka umumnya karena tidak ingin memperbesar masalah atau merusak
hubungan dengan tetangga.

Salah satu pemilik kebun yaitu ibu Kia menyampaikan bahwa ia takut

melaporkan hal-hal terkait praktik melato’ adalah karena ia takut dengan
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penduduk asli, karena ia merupakan pendatang.*? la berpikir bahwa akan timbul
konflik balik dari orang yang melato’ jika ia melaporkannya. Hal ini menunjukkan
adanya ketidaksiapan sosial untuk menindak praktik yang dianggap ‘ringan’,
meskipun dampaknya tidak kecil bagi para pemilik kebun. Meskipun ada yang
ikhlas, sebagian besar masyarakat kini mulai mempertanyakan apakah praktik ini
masih relevan. Beberapa warga bahkan menyampaikan bahwa jika diberi pilihan,
mereka lebih setuju jika praktik ini dihentikan, atau setidaknya diatur agar tidak
merugikan dan tidak menimbulkan ketegangan sosial yang berkelanjutan.

Akibat dari peyimpangan dalam praktik melato’ tidak hanya berupa
kerugian materi, tetapi juga merusak rasa saling percaya antarwarga. Hubungan
antar tetangga yang dulu saling membantu kini mulai diselimuti kecurigaan.
Pemilik kebun mulai mengawasi siapa saja yang masuk ke kebun mereka, dan
kadang timbul rasa curiga terhadap warga tertentu. Hal ini tentu merusak iklim
sosial yang harmonis.

Dalam jangka panjang, perkembangan praktik melato’ yang menyimpang
dari bentuk awalnya, dapat membentuk suatu budaya permisif terhadap
pelanggaran kecil. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa arahan atau pengaturan
yang jelas, hal ini berpotensi melemahkan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya menjaga hak milik orang lain serta merusak tatanan sosial yang
seharusnya didasarkan pada kejujuran dan saling menghormati.

Oleh karena itu, penting untuk meluruskan pemahaman masyarakat agar
dapat membedakan antara praktik melato’ yang sah dan perbuatan
menyalahgunakan nama praktik tersebut. Dengan demikian, praktik melato’ dapat
terus dilestarikan dengan cara yang benar dan tetap mencerminkan prinsip

keadilan, kejujuran, serta perlindungan hak milik dalam hukum ekonomi syariah.

12 Kia, (42 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, Wawancara, Desa Saletto, 22 Mei 2025 Waktu
10.04 WITA.
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Untuk diuraikan secara jelas, faktor-faktor penyebab terjadinya praktik
melato’ adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi dan kebutuhan hidup

Kebutuhan ekonomi menjadi alasan utama sebagian masyarakat
melakukan praktik melato’. Beberapa pelato’ diketahui tidak memiliki kebun
sendiri, dan juga tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat mencukupi
kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, melato’ dipilih sebagai cara untuk
memperoleh sisa hasil panen meskipun sedikit. Bagi mereka, hasil melato’ akan
dijual untuk menambah biaya dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini dianggap
sebagai bentuk “memanfaatkan peluang” di tengah keterbatasan ekonomi.

2. Faktor kebiasaan atau budaya lokal.

Melato’ telah menjadi kebiasaan yang berlangsung sejak lama, terutama
pascapanen. Karena telah turun-temurun dilakukan, sebagian masyarakat
menganggap bahwa praktik ini adalah hal yang wajar dan tidak perlu
dipermasalahkan, selama dilakukan dengan “tidak berlebihan”. Dalam persepsi
masyarakat, hal ini bukan merupakan pelanggaran terhadap hak milik. Namun,
seiring berjalannya waktu, persepsi tersebut menjadi tidak relevan lagi. Situasi
sosial kini mulai berubah, sehingga kebiasaan lama ini mulai bertentangan dengan
semangat perlindungan terhadap hak milik yang lebih kuat. Selain itu karena
kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam satu rumpun suatu
masyarakat, masyarakat kemudian tidak memahami bahwa seiring berjalannya
waktu tidak semua wilayah dalam desa akan terikat dengan hukum kebiasaan.

3. Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Praktik melato’ juga bertahan sampai sekarang karena sebagian
masyarakat belum memahami secara utuh batas-batas hukum syariah maupun

dalam konteks kepemilikan harta. Banyak yang mengira bahwa mengambil sisa
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panen yang tidak dijaga atau tidak dipanen lagi oleh pemiliknya adalah hal yang
diperbolehkan jika melihat dari sisi adat kebiasaan, padahal secara prinsip
kepemilikan dalam Islam, sesuatu yang tumbuh di kebun tetap merupakan hak
pemiliknya selama belum dihibahkan atau diizinkan. Selain itu dalam adat pun,
jika sudah melanggar ketentuan syariah maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, praktik melato’ yang terjadi
di Desa Saletto merupakan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan sisa hasil
panen yang tidak lagi diambil oleh pemilik kebun, seperti buah kakao yang jatuh,
rusak, atau digigit hama. Praktik ini dilakukan oleh sebagian masyarakat karena
berbagai alasan, terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi. Seseorang tidak
punya lahan untuk berkebun, keterbatasan pekerjaan tetap, serta kebutuhan hidup
sehari-hari menjadi pendorong utama seseorang melakukan melato’. Dalam
pemahaman masyarakat, kegiatan ini dilakukan tanpa maksud merugikan, bahkan
beberapa pemilik kebun menyatakan keikhlasannya selama pelaksanaannya
dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak berlebihan. Praktik ini kemudian
berkembang menjadi bagian dari cara informal masyarakat untuk bertahan secara
ekonomi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kebun atau pekerjaan tetap.
Namun, dalam pelaksanaannya, praktik melato’ yang dilakukan sebagian
masyarakat mulai menunjukkan adanya penyimpangan. Terdapat tindakan-
tindakan yang mengatasnamakan melato’, tetapi tidak lagi mengikuti konsep
dasarnya, seperti mengambil langsung dari pohon sebelum panen selesai atau
melakukannya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemilik.
Tindakan-tindakan tersebut tidak lagi bisa disebut sebagai praktik melato’
sebagaimana dimaklumi oleh masyarakat sebelumnya. Meski praktik

menyimpang itu muncul di sekitar kebiasaan melato’, hal tersebut harus
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dipisahkan secara jelas agar tidak mencampuradukkan antara praktik yang
dibolehkan dengan praktik yang keliru.

Penyimpangan tersebut juga menimbulkan keresahan di kalangan pemilik
kebun, terutama karena tidak ada batasan yang tegas antara praktik yang masih
mengikuti nilai-nilai yang disepakati masyarakat dengan mereka yang
menyalahgunakan kebiasaan tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa praktik
melato’, jika tidak dijaga pemahamannya, berpotensi menimbulkan praktik-
praktik lain yang bertentangan dengan nilai keadilan, kejujuran, dan
penghormatan terhadap hak milik. Meskipun ada sikap ikhlas dari beberapa
pemilik kebun, hal itu tidak dapat dijadikan pembenaran untuk tindakan yang
merugikan, apalagi jika dilakukan tanpa izin atau dengan cara yang melampaui
batas kewajaran.

Selain itu, meskipun praktik ini secara teori dan kebiasaan adalah hal yang
dianjurkan dan dibolehkan, namun tetap harus melihat perkembangan zaman,
terutama bila pelaksanaan praktik ini mulai berubah dan menimbulkan konflik
sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu untuk mengatur kembali
bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah desa dalam menyikapi praktik
melato’ ini.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Melato’ Kakao di
Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju

Praktik melato’ merupakan praktik yang telah dikenal luas di kalangan
masyarakat Desa Saletto dan secara umum dipahami sebagai aktivitas mengambil
sisa-sisa hasil panen, seperti buah kakao yang jatuh ke tanah, digigit tikus, atau
tertinggal setelah pemiliknya memanen. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak
lama dan muncul dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya mereka

yang tidak memiliki pekerjaan. Dalam pemahaman sebagian warga, praktik ini
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dianggap wajar selama tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik kebun, dan
dalam beberapa kasus bahkan dimaklumi sebagai bentuk solidaritas atau cara
bertahan hidup. Namun, pemakluman sosial tidak serta-merta menjadikan praktik
tersebut sejalan dengan nilai-nilai muamalah dalam Islam.

Hukum ekonomi syariah memandang setiap bentuk perolehan harta harus
memenuhi prinsip-prinsip tertentu yang mencakup keadilan, perlindungan hak
milik, dan kejujuran. Praktik melato’, baik dalam bentuk awalnya maupun dalam
pelaksanaannya yang Kkini berkembang di masyarakat, perlu ditinjau ulang
berdasarkan kerangka tersebut. Penilaian ini menjadi penting mengingat kegiatan
mengambil hasil panen, meskipun yang tampak kecil atau tidak bernilai, tetap
berkaitan langsung dengan hak kepemilikan orang lain dan harus ditimbang secara
cermat dari sisi syariat. Prinsip pertama yang secara langsung berkaitan adalah
konsep kepemilikan, mengingat praktik melato’ melibatkan pengambilan hasil
kebun milik orang lain tanpa izin langsung.

1. Konsep Kepemilikan/Hak Milik dalam Praktik Melato’

Kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk yang secara etimologis berarti
penguasaan terhadap sesuatu.’* Dalam penggunaannya, al-milk juga diartikan
sebagai sesuatu yang dimiliki atau harta. Istilah ini menggambarkan adanya
hubungan antara seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariat, sehingga
orang tersebut memiliki kekuasaan khusus atas harta tersebut, termasuk hak untuk
melakukan tindakan hukum terhadapnya selama tidak ada larangan dari syara’.

Secara terminologis, kepemilikan berarti kekhususan seseorang terhadap
suatu benda yang memungkinkannya untuk menggunakan, memanfaatkan, dan
mengambil manfaat darinya sesuai dengan ketentuan syariat. Kepemilikan ini

bersifat eksklusif, dalam arti penggunaannya tidak dicampuri oleh orang lain

13 Sri Sudiarti, Figh Ekonomi (Medan: Wal Ashri Publishing, n.d.), h. 26.
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kecuali dengan izin atau hak tertentu. Sisa hasil panen pada dasarnya merupakan
hasil dari perkebunan yang dimiliki oleh seorang manusia. Yang mana dapat
disimpulkan bahwa hasil dari perkebunan termasuk dalam kategori harta.

Harta yang baik dan halal mempunyai syarat yang menjadikan suatu harta
disebut sebagai harta yang baik. Salah satunya adalah bahwa harta tersebut tidak
diperoleh dengan cara yang melanggar hak milik orang lain.** Dalam konteks
praktik melato’, apabila seseorang mengambil sisa-sisa hasil panen dengan seizin
pemilik atau atas dasar kerelaan yang sudah menjadi kebiasaan yang diakui secara
sosial, maka harta tersebut dapat dikategorikan sebagai diperoleh dengan cara
yang sah. Hal ini sesuai dengan prinsip kepemilikan dalam hukum ekonomi
syariah, di mana pemanfaatan harta harus berada dalam batas kehalalan dan tidak
merugikan pihak lain.

Namun demikian, di Desa Saletto ditemukan adanya tindakan yang
menyimpang dari praktik melato’ sebagaimana mestinya. Sebagian pelaku
melakukannya tanpa izin dan bahkan mengambil hasil panen yang belum
ditinggalkan atau belum dianggap sebagai sisa. Dalam perspektif hukum ekonomi
Islam, kepemilikan pada dasarnya adalah amanah dari Allah Swt. Manusia hanya
diberi hak untuk menguasai dan memanfaatkan harta sesuai dengan batasan yang
telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, segala bentuk perolehan harta yang
tidak sah, termasuk mengambil sesuatu tanpa izin pemiliknya, dilarang karena
bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat merusak hak kepemilikan orang

lain.t°

! Ratna Ayu Wijayanti, dkk., “Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam,” Jurnal Ekonomi
Bisnis dan Manajemen, Vol. 2, No. 2 (2024): h. 72.

> Masrina, Maharani Dewi, dan Ayustrialni Verina, “Konsep Harta dan Kepemilikan
dalam Perspektif Islam,” Jurnal limiah Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 01 (2023), h. 32.
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Kepemilikan harta dalam Islam tidak hanya diakui secara hukum, tetapi
juga dijaga secara ketat agar tidak dirusak oleh tindakan sepihak. Prinsip ini
menegaskan bahwa seseorang tidak dibenarkan memanfaatkan atau mengambil
harta milik orang lain tanpa adanya izin yang sah. Selama pemilik belum secara
jelas merelakan atau melepaskan hak kepemilikannya, maka secara hukum syariah
barang tersebut tetap berstatus milik pribadi yang tidak boleh diambil secara
sepihak.

Kepemilikan harta dalam Islam harus diperoleh dengan cara yang baik dan
benar.'® Dalam konteks praktik melato’, tidak adanya izin eksplisit dari pemilik
kebun sebenarnya tidak serta merta menjadikan praktik ini sebagai bentuk
penguasaan harta yang tidak sah. Sebab, dalam kebiasaan masyarakat Desa
Saletto, terdapat pemahaman yang berkembang bahwa sisa hasil panen yang tidak
diambil pemiliknya boleh diambil oleh warga lain sebagai bentuk kerelaan yang
bersifat sosial. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, praktik yang terjadi di
masyarakat tidak semuanya terbatas pada pengambilan sisa panen. Dalam
beberapa keadaan, terdapat tindakan yang meluas hingga menyentuh buah yang
yang belum dilepaskan secara jelas oleh pemilik kebun. Kondisi ini menunjukkan
bahwa telah terjadi penyimpangan dari praktik melato’ yang sebenarnya, dan
bentuk penyimpangan inilah yang tidak sesuai dengan prinsip hak milik, kejujuran
dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Diantara cara-cara memperoleh kepemilikan harta adalah sebagai berikut:

1. Istila ‘ala mubahat (penguasaan terhadap benda-benda bebas). Misalnya
adalah air di lautan, binatang dan rumput di hutan, atau ikan di sungai.
2. Akad, yaitu ucapan yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang

diakadkan, dalam hal ini seperti perpindahan hak milik.

'8 Khairul Hamim, Harta dalam Islam Perolehan, Kepemilikan dan Kegunaannya, Cet. 1,
(Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022), h. 15.
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3. Khalafiyah (pewarisan), yaitu memindahkan kepemilikan harta dari tempat
lama ke yang baru.

4. Tawallud minal mamluk (beranak-pinak), contohnya adalah anak dari
kambing milik seseorang, menjadi miliknya juga.’

Di antara keempat cara untuk memperoleh harta yang disebutkan, tidak
terdapat cara yang secara eksplisit menyebutkan praktik melato’. Namun, praktik
melato’ dapat sesuai dengan prinsip kepemilikan apabila dilakukan atas dasar
kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yaitu dengan mengambil sisa panen yang
telah ditinggalkan, dan dilakukan atas dasar kerelaan (izin) pemilik kebun yang
diketahui secara umum. Selama tidak bertentangan dengan syariat serta tidak
menimbulkan kerugian bagi pemilik. Akan tetapi, seiring berkembangnya waktu,
dari praktik melato’ muncul praktik-praktik yang menyimpang, seperti mengambil
hasil panen tanpa izin atau sebelum benar-benar ditinggalkan. Tindakan semacam
ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kepemilikan dalam
hukum ekonomi syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai mengaburkan
batas antara praktik melato’ yang sesuai dengan kebiasaan yang dibolehkan,
dengan tindakan lain yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai tersebut. Meskipun
ada pemilik kebun yang menyatakan keikhlasannya atas buah yang jatuh atau
rusak, hal ini tidak bisa dijadikan pembenaran umum atas semua bentuk
pengambilan. Tanpa adanya izin yang jelas baik secara eksplisit maupun
berdasarkan kebiasaan yang diakui tindakan tersebut tetap berada di luar batas
kepemilikan yang sah menurut hukum syariah.

Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa Islam sangat ketat dalam

menjaga hak milik seseorang, tidak hanya dari sisi nilainya tetapi juga dari sisi

" Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 27-29.
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kejelasan status hukum atas suatu benda. Pemindahan kepemilikan harus melalui
jalur yang sah, baik melalui akad, pemberian secara sukarela, maupun pernyataan
keikhlasan yang jelas dan diketahui. Tanpa hal tersebut, setiap bentuk
pengambilan dianggap sebagai penguasaan yang tidak sah.

Sejalan dengan penjelasan tersebut Namruh Asdar selaku tokoh agama di
Kabupaten Mamuju menguraikan pendapatnya terkait praktik melato’, yaitu

praktik memungut sisa-sisa hasil panen. Beliau berpendapat bahwa:

“Sebagai orang Islam, dalam mendapatkan harta atau mengonsumsi suatu
harta maka harus dengan cara yang halal juga dengan harta yang halal.
Terkait kedudukan dari sisa-sisa hasil panen yang sudah tidak diambil lagi
oleh pemiliknya itu harus dicermati dengan baik, karena hal-hal seperti ini
ada yang memang sifatnya sudah menjadi tradisi, diikhlaskan dan
dibolehkan oleh pemiliknya. Namun, apabila kebun tersebut mempunyai
pagar atau jelas bahwa tidak sembarang orang bisa masuk ke kebun tersebut,
baik itu karena pemilik kebun tersebut tidak terikat dengan hukum
kebiasaan. Maka, jangankan mengambil sisa-sisa hasil panen, sebelum
masuk ke area tersebutpun harus disertai dengan izin yang jelas, baru
kemudian seseorang bisa masuk dan mengerjakan keperluannya. Karena
memang ada tempat-tempat dan sebagian orang yang memperbolehkan
terjadinya praktik semacam ini, terutama dalam hal membantu
pe_relfé)nomian. Namun tidak semua tempat memberlakukan hal semacam
Ini.”

Hasil dari wawamcara tersebut mempertegas pernyataan bahwa sisa-sisa
hasil panen yang diambil dikebun orang lain itu merupakan milik dari pemilik
kebun, namun apabila dalam suatu masyarakat membolehkan, maka hal ini
dikatakan mubah atau boleh. Namun harus tetap dilakukan dalam batas-batas yang
sewajarnya. Serta harus tetap mempertimbangkan kebaikan didalamnya, salah
satunya yaitu meminta izin, atau paling tidak dengan tidak sembunyi-sembunyi.

2. Keadilan dalam Praktik Melato’

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang bersumber
dari Al-Qur’an dan Hadis, dengan menekankan pentingnya keadilan (‘adl) dan

kebajikan (ihsan) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas

'8 Namruh Asdar, (52 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Mamuju, 28 Mei 2025 Waktu
13.30 WITA.
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ekonomi. Keadilan (‘adl) dalam konteks ini dipahami sebagai suatu kondisi di
mana terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak adanya tindakan
yang melampaui batas atau merugikan salah satu pihak.*

Keadilan dalam hukum ekonomi syariah menjadi dasar dalam menilai
apakah suatu aktivitas ekonomi dapat dibenarkan atau tidak. Selain itu keadilan
dalam hukum ekonomi syariah merupakan prinsip dasar yang menjamin bahwa
setiap individu diperlakukan secara proporsional dan tidak dirugikan haknya.
Dalam praktik ekonomi, keadilan diwujudkan dengan tidak mengambil hak orang
lain tanpa izin, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara
pihak-pihak yang terlibat.

Prinsip ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan sosial dan
menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan.”® Oleh karena itu, suatu
aktivitas ekonomi dapat dinilai sesuai dengan prinsip keadilan apabila tidak
merugikan satu pihak, tidak mengandung unsur eksploitasi, serta dilakukan
dengan landasan yang sah secara syar’i.

Dalam konteks praktik melato’ di Desa Saletto, sebagian masyarakat
memandang bahwa tindakan tersebut memiliki nilai sosial dan keadilan tersendiri,
khususnya jika dilakukan oleh orang yang sangat membutuhkan dan hanya
mengambil sisa-sisa hasil panen yang dianggap tidak lagi dimanfaatkan. Dalam
beberapa wawancara, beberapa pemilik kebun menyampaikan bahwa mereka bisa
mengikhlaskan buah yang jatuh atau rusak diambil oleh orang lain, sebagai bentuk
sedekah tidak langsung. Dalam situasi tertentu, praktik seperti ini dilihat sebagai
bentuk solidaritas sosial yang mengandung nilai keadilan, asalkan dilakukan

dengan cara yang sopan dan tidak merugikan pemilik kebun.

19 Permana dan Nisa, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam, h. 82.”

% Sufi Indrayani dan Mawardi, “Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-
Bagarah: 275-281),” Indonesian Research Journal on Education, Vol. 5, No. 1 (2025): h. 75.
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Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa batas antara
praktik melato’ yang “dimaklumi” dan yang merugikan mulai kabur. Praktik
cenderung dilakukan dengan tidak hanya mengambil sisa, tetapi justru mengambil
langsung dari pohon, bahkan sebelum masa panen selesai. Hal ini disampaikan
oleh beberapa pemilik kebun seperti Ibu Munah dan Ibu Nasriah yang merasa
kehilangan hasil panen tanpa mengetahui siapa yang melato’. Tindakan seperti ini
tidak menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban, sebab pelato’ memperoleh
hasil tanpa usaha dan tanpa izin, sedangkan pemilik kebun kehilangan sebagian
hak miliknya.

Selain itu, adanya tekanan sosial yang dialami oleh beberapa pemilik
kebun, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kia, menunjukkan bahwa sebagian
warga merasa tidak bebas untuk menegur atau melaporkan pelato’, karena
khawatir akan timbul konflik sosial. Situasi ini menciptakan ketimpangan sosial di
mana hak pemilik tidak dapat dibela secara terbuka, sedangkan pelato’ tidak
mendapat sanksi sosial yang sepadan. Dalam kondisi seperti ini, keadilan tidak
lagi hadir sebagai prinsip yang melindungi semua pihak, tetapi justru menjadi
beban bagi pemilik yang dirugikan.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka praktik yang
dilakukan tanpa izin, terutama ketika mengambil hasil langsung dari pohon, tidak
dapat dianggap sama dengan praktik melato’ sebagai mana yang seharusnya, dan
tentu tidak mencerminkan nilai keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Daripada
menciptakan keseimbangan, praktik ini justru berpotensi merugikan salah satu
pihak dan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi hak dan kewajiban.

Dengan demikian, sejumlah tindakan yang dilakukan atas nama praktik
melato’ pada kenyataannya bukanlah praktik melato’ dan tidak lagi

mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Ketimpangan
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antara pihak pemilik kebun dan orang yang melakukan pengambilan sisa hasil
panen menunjukkan bahwa hak tidak diberikan secara proporsional, dan
kewajiban tidak dijalankan secara seimbang. Akibatnya, terjadi pelanggaran
terhadap hak milik serta timbul keresahan sosial di kalangan masyarakat yang
merasa dirugikan. Praktik ini lebih mencerminkan ketimpangan yang merugikan
pihak pemilik kebun dan mengabaikan keseimbangan hak serta kewajiban yang
menjadi dasar dalam muamalah Islam.

Namruh Asdar dalam wawancaranya menegaskan hal tersebut bahwa
praktik-praktik ekonomi yang dilakukan oleh setiap muslim untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya adalah dengan cara yang baik dan halal, demi mendapatkan
harta yang halal juga. Yang dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan
hidup, seperti dengan cara melato’, yakni memungut sisa-sisa hasil panen harus
dilakukan dengan cara yang baik dan benar, serta memperhatikan batas-batas yang
tidak boleh dilanggar.

Dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

Kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masa lalu, sebagian besar
lambat laun mulai mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Yang
dulunya diperbolehkan, bisa jadi tidak diperbolehkan lagi, tergantung
bagaimana perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Seperti praktik
melato’ itu, pada dasarnya dilakukan untuk mengumpulkan sisa-sisa hasil
panen yang memang sudah tidak diambil oleh pemiliknya, biasanya untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, seiring waktu, karena tingginya
kebutuhan hidup, mulai muncul orang-orang yang melakukan tindakan
menyerupai melato’ tetapi tidak lagi sesuai dengan bentuk aslinya.
Misalnya, dengan mengambil hasil panen yang belum tentu termasuk sisa
atau belum ditinggalkan. Hal seperti ini sudah tidak sejalan dengan kerelaan
pemilik kebun, dan tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum
ekonomi Islam, seperti keadilan dan perlindungan terhadap hak milik.%

Jika ditinjau dari prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah, praktik
melato’ sebagaimana dikenal sejak awal mencerminkan nilai keadilan. Hal ini

karena praktik tersebut dilakukan secara terbuka, mengandalkan kerelaan pemilik

21 Namruh Asdar, (52 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Mamuju, 28 Mei 2025 Waktu
13.30 WITA.
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kebun, dan hanya mengambil sisa-sisa hasil panen yang memang telah
ditinggalkan. Dengan begitu, tidak ada pihak yang dirugikan, dan hubungan antara
pemilik kebun serta pelaku melato’ tetap terjaga dalam kerangka keadilan dan
saling memahami.

Namun dalam perkembangannya, praktik ini mengalami pergeseran. Di
Desa Saletto, muncul tindakan-tindakan yang menyimpang dari bentuk awal
melato’, seperti mengambil hasil panen tanpa izin atau bahkan sebelum benar-
benar ditinggalkan. Tindakan tersebut telah mengabaikan hak pemilik kebun dan
menimbulkan ketimpangan yang tidak lagi sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh
karena itu, bentuk-bentuk penyimpangan ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum
ekonomi syariah karena telah keluar dari tujuan awal praktik melato’.

3. Kejujuran dalam Praktik Melato’

Kejujuran merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam
yang mencerminkan ketulusan, integritas, dan keterbukaan dalam segala aspek
kehidupan. Dalam konteks muamalah, termasuk praktik ekonomi dan sosial,
kejujuran memiliki peran penting sebagai pondasi utama dalam membangun
hubungan yang harmonis dan adil antarindividu. Islam memerintahkan setiap
Muslim untuk bersikap jujur dalam perkataan maupun perbuatan.? Sebagaimana

sabda Rasulullah SAW.
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%2 Intan Qurratulaini, “Nilai Kejujuran dan Amanah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam,”
Al-Igtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1 (2024): h. 87.
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Artinya:
“Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada
kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan
mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan
jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan
kejahatan membawa ke neraka.Orang yang selalu berbohong dan mencari-

cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong.” (HR.
Muslim, no. 2607c).

Secara umum, kejujuran didefinisikan sebagai sikap yang mencerminkan
ketulusan hati, tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak menyembunyikan
kebenaran. Imam al-Baji, kejujuran adalah menyampaikan sesuatu sebagaimana
kenyataannya, sebagai lawan dari kebohongan. Mohamad Mustari menyebut
kejujuran sebagai perilaku yang menjadikan seseorang dapat dipercaya dalam
perkataan dan tindakan. Dharma Kesuma memandang Kkejujuran sebagai
keputusan untuk mengekspresikan perasaan dan tindakan tanpa manipulasi,
sedangkan Nurul Zuriah menekankan bahwa nilai ini harus ditanamkan sejak usia
dini agar menjadi karakter yang melekat.?®

Praktik melato’ yang terjadi di Desa Saletto, nilai kejujuran menjadi salah
satu hal yang banyak disorot oleh para pemilik kebun. Berdasarkan hasil
wawancara, sejumlah informan menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak
keberatan jika sisa-sisa hasil panen diambil oleh masyarakat yang membutuhkan,
selama dilakukan dengan cara yang baik dan jujur, serta disampaikan secara
terbuka atau dengan izin.

Ibu Munah, Ibu Badariah, dan Ibu Kia menyampaikan bahwa mereka akan
merelakan hasil panennya apabila pelato’ meminta dengan sopan atau mengambil
hanya bagian yang memang tidak lagi diambil oleh pemiliknya, seperti buah yang

jatuh atau rusak. Ini menunjukkan bahwa dalam bentuk idealnya, praktik melato’

2 Akram lsta, dkk., “Prinsip Kejujuran dalam Usaha,” Business and Investment Review,
Vol. 1, No. 5 (2023): h. 96.
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dipandang sesuai dengan prinsip kejujuran dalam Islam, yaitu dilakukan secara
transparan dan tanpa niat menyembunyikan perbuatan.

Namun, dalam pelaksanaannya di Desa Saletto, muncul pula tindakan-
tindakan yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar praktik
melato’. Praktik tersebut tidak lagi terbatas pada pengambilan sisa hasil panen
yang telah ditinggalkan, sehingga melenceng dari semangat keterbukaan dan
kepercayaan yang menjadi dasar praktik melato’. Penyimpangan semacam ini
bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam hukum ekonomi syariah, karena
dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan dapat merugikan pihak lain,
terutama pemilik kebun.

Sebagian besar pemilik kebun menyadari bahwa muncul penyimpangan
praktik dengan mengatasnamakan praktik melato’. Terdapat praktik yang tidak
lagi membedakan antara buah yang sengaja/tidak sengaja di tinggal oleh pemilik
dengan buah yang masih akan diambil. Praktik ini mengambil hasil panen dengan
cara yang diam-diam, dan sering kali waktu yang dipilih adalah sore hari saat
pemilik kebun sudah pulang. Tindakan semacam ini memperlihatkan bahwa
praktik yang berlangsung sekarang mulai menyimpang dari konsep melato’ yang
sebenarnya, yaitu praktik yang mengandung nilai sosial dan kejujuran.

Sejak dulu, praktik melato’ dilakukan dengan cara memungut sisa hasil
panen yang telah ditinggalkan, bahkan seringkali tanpa sepengetahuan langsung
dari pemilik kebun. Meskipun dilakukan secara diam-diam, praktik ini dipandang
wajar dan tidak dipermasalahkan karena sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di
masyarakat serta diketahui dan tidak dilarang oleh pemilik kebun. Dalam konteks
ini, kejujuran dan saling menghormati tetap terjaga karena dilakukan atas dasar

kerelaan yang dipahami secara sosial.
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Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan di lapangan mulai mengalami
pergeseran. Beberapa orang melakukan tindakan yang tidak lagi sesuai dengan
prinsip awal melato’, seperti mengambil hasil panen sebelum ditinggalkan atau
tanpa pertimbangan kerelaan pemilik kebun. Praktik-praktik seperti ini tentu tidak
bisa disebut sebagai melato’, karena telah menyimpang dari nilai-nilai kejujuran
dan penghormatan terhadap hak milik yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi
syariah.

Pandangan dari Namruh Asdar yang diwawancarai dalam penelitian ini
turut memperkuat pemahaman tersebut. Beliau menjelaskan bahwa kejujuran
dalam Islam bukan hanya tentang berkata benar, tetapi juga tentang bersikap
benar terhadap harta orang lain. Terutama dalam hal mengambil milik orang lain,

maka izin dari pemilik sangat diperlukan. Beliau menyatakan:

“Kalau seseorang tahu bahwa hasil panen itu bukan miliknya, dan ia
mengambil tanpa izin atau tidak menyampaikan maksudnya, itu sudah
menyimpang dari kejujuran. Karena harus ada izin dari pemilik, baik itu
langsung atau tidak langsung.”?*

Dalam konteksnya, tidak selamanya praktik semacam praktik melato’
kakao tidak diperbolehkan, karena dalam masyarakat sosial ada yang disebut
kebiasaan yang sudah disetujui oleh sebagian besar masyarakat. Namun kembali
lagi dipertegas bahwa dibalik kebiasaan tersebut juga terdapat syarat-syarat yang
harus dipenuhi, yaitu tidak bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik melato’ dalam
bentuk awalnya yang dilakukan secara jujur, terbuka, dan disertai pemahaman
terhadap kerelaan pemilik kebun dapat diterima dalam kerangka nilai-nilai
ekonomi syariah. Namun, dalam pelaksanaannya saat ini, mulai muncul tindakan

yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai tersebut. Praktik melato’ tidak lagi

 Namruh Asdar, (52 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Mamuju, 28 Mei 2025 Waktu
13.30 WITA.
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seperti praktik melato’, yakni secara terbuka dan dengan menghargai hak
kepemilikan. Ketika pengambilan dilakukan secara diam-diam, tanpa izin, atau
bahkan menyasar hasil panen yang belum ditinggalkan, maka hal ini tidak dapat
dikategorikan sebagai melato’, karena telah mengaburkan nilai kejujuran yang
menjadi bagian penting dalam muamalah Islam.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas praktik memungut sisa
hasil panen seperti (melato’) menemukan bahwa praktik tersebut diperbolehkan
selama pelato’ melakukan dengan izin atau sepengetahuan pemilik kebun atau
dilakukan dengan cara-cara yang benar. Temuan ini sejalan dengan hasil
penelitian ini yang menunjukkan bahwa praktik melato’ dalam bentuk awalnya
memang dilakukan secara terbuka dan dengan izin, sehingga sesuai dengan nilai-
nilai kejujuran dalam hukum ekonomi syariah.

Namun, terdapat perbedaan penting dalam hasil penelitian ini. Perbedaan
ini terbentuk karena adanya perbedaan lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini
menegaskan bahwa praktik melato’ hanya dapat diterima jika terbatas pada
pengambilan sisa hasil panen dan dilakukan dengan izin atau sepengetahuan
pemilik. Di sisi lain, dalam pelaksanaannya di Desa Saletto, dari praktik melato’
muncul kebiasaan yang dilakukan dengan cara yang berbeda dari kebiasaan yang
seharusnya, seperti dilakukan tanpa komunikasi atau izin yang jelas, serta
mengambil hasil panen yang belum ditinggalkan secara nyata oleh pemilik kebun.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai syariah,
khususnya dalam hal perlindungan hak milik dan kejujuran dalam bermuamalah.
Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai hukum ekonomi
syariah agar praktik ini tetap dijalankan secara tepat dan proporsional.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik melato’ yang

dalam bentuk yang seharusnya dilakukan dengan cara jujur, terbuka, dan sopan
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dapat diterima dalam kerangka nilai-nilai Islam. Namun, ketika timbul praktik lain
yang keluar dari konteksnya, seperti tidak meminta izin, dan menyasar hasil panen
yang belum dilepas oleh pemiliknya, maka hal tersebut bukan lagi praktik
melato’, serta tidak terdapat nilai kejujuran yang menjadi landasan dalam
muamalah Islam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk
mempertahankan nilai-nilai kejujuran tersebut agar praktik yang awalnya
memiliki niat baik tidak menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari
prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik melato’ ini memiliki dua sisi.
Di satu sisi, praktik ini adalah praktik yang di anjurkan dengan tujuan untuk
membantu orang miskin dan tidak punya sumber penghasilan, serta dipandang
sebagai bagian dari solidaritas sosial. Namun, tentunya praktik ini harus dilakukan
dengan cara yang benar dan sesuai dengan konteks yang seharusnya, yakni
mengambil sisa-sisa hasil panen yang sudah di anggap tidak berharga lagi oleh
pemilik kebun. Di sisi lain, praktik ini kemudian sangat dikhawatirkan akan
merambat kepada praktik yang merugikan orang lain, seperti yang sering terjadi di
Desa Saletto, yaitu pada praktik melato’ ini, muncul praktik yang sering
dilakukan dengan tidak mengikuti cara-cara melato’ yang benar. Penerapan
praktiknya cenderung dilakukan dengan mengambil hasil panen yang masih
berharga bagi pemilik kebun dan tidak lagi menunggu panen selesai. Hal inilah
yang dikhawatirkan dari praktik melato’ ini.

Karena adanya perubahan dalam pola budidaya dan meningkatnya nilai
hasil panen, di Desa Saletto mulai muncul tindakan yang berbeda dari praktik
melato’ sebagaimana dikenal sebelumnya. Jika dulu dilakukan atas dasar kerelaan

pemilik kebun dan terbatas pada sisa panen yang ditinggalkan, kini ada yang
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melakukannya tanpa izin dan mengambil hasil yang belum layak disebut sisa.
Tindakan seperti ini tentu tidak dapat disebut sebagai praktik melato’.

Oleh karena itu, penting untuk ditegaskan bahwa praktik melato’ pada
dasarnya merupakan bentuk tolong-menolong yang sesuai dengan prinsip
keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak kepemilikan dalam hukum
ekonomi syariah. Hal ini karena melato’ dilakukan atas dasar kerelaan pemilik,
terbatas pada sisa-sisa panen yang sudah tidak diambil, serta tidak merugikan
pihak mana pun. Praktik-praktik yang kemudian muncul dan menyimpang dari
konsep praktik melato’, tindakan seperti itu tidak bisa lagi disebut sebagai
melato’, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang
mengedepankan keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak milik. Praktik
tersebut juga tidak sesuai dengan asas-asas hukum ekonomi syariah. Terutama

asas ‘antaradin, as-siddiqg, hak milik, al-bir wa at-Taqwa.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik melato’ kakao di Desa Saletto pada dasarnya merupakan bentuk
kearifan lokal yang berkembang dari kebiasaan sosial masyarakat untuk
memanfaatkan sisa hasil panen secara tidak merugikan pemilik kebun.
Dalam bentuk asalnya, praktik ini dilakukan atas dasar kebutuhan
ekonomi, solidaritas sosial, dan kebiasaan yang telah diterima secara
turun-temurun. Namun, dalam perkembangan praktik di lapangan, bentuk
pelaksanaan yang mengatasnamakan melato’ tidak lagi sesuai dengan ciri-
ciri dasarnya, karena dilakukan tidak terbatas pada sisa-sisa hasil panen,
melainkan juga menyasar hasil panen yang masih menjadi hak penuh
pemilik kebun, serta dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin. Kondisi ini
menunjukkan bahwa yang terjadi di lapangan bukan lagi praktik melato’
sebagaimana mestinya, melainkan perbuatan lain yang telah menyimpang
dari prinsip awal melato’ yang dilandasi nilai saling memahami dan
kejujuran.

2. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, praktik melato’ tidak secara
mutlak dilarang selama dilakukan dengan batasan tertentu:, yakni izin
pemilik kebun, objek yang diambil benar-benar merupakan sisa panen
yang telah ditinggalkan, dan tidak menimbulkan kerugian. Jika syarat-
syarat ini terpenuhi, maka praktik tersebut dapat diterima sebagai bentuk
pemanfaatan sumber daya tanpa melanggar hak orang lain. Akan tetapi,
realitasnya menunjukkan bahwa praktik ini banyak dilakukan tanpa izin,
mengambil hasil panen utama, serta dilakukan secara tersembunyi, yang

menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya
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prinsip keadilan, kejujuran, dan penghormatan atas hak milik. Dengan
demikian, hal tersebut tidak lagi dapat dikatakan sebagai praktik melato’,
melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan, serta
prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah lainnya.
B. Implikasi Penelitian
1. Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah
Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum ekonomi
syariah, khususnya dalam konteks masyarakat lokal yang memiliki tradisi dan
kebiasaan tertentu seperti melato’. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-
prinsip syariah seperti keadilan, penghormatan terhadap hak milik, dan kejujuran,
perlu terus disosialisasikan dan diterapkan secara kontekstual sesuai dengan
realitas sosial masyarakat setempat.
2. Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik melato’ sering dianggap
biasa karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Ini mengimplikasikan adanya
kesenjangan dalam pemahaman hukum ekonomi syariah dan pentingnya
peningkatan literasi masyarakat tentang prinsip-prinsip Islam  dalam
bermuamalah, khususnhya yang menyangkut hak orang lain.
3. Terhadap Pemerintah Desa
Penelitian ini memperkuat pentingnya regulasi lokal dalam merespons
praktik yang berpotensi menimbulkan sengketa. Adanya rencana perumusan
aturan oleh pemerintah desa menunjukkan kesadaran akan kebutuhan pengaturan
hukum positif yang berpadu dengan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian,
penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah desa untuk

merumuskan kebijakan yang adil dan responsif terhadap kondisi masyarakat.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1.

10.

11.

Menurut Bapak/Ibu, apa itu praktik melato’? Apakah Bapak/lbu tahu atau
pernah mengalami kakao di kebun Bapak diambil oleh orang lain?

Berapa besar/luas perkebunan yang Bapak/Ibu miliki?

Biasanya, bagaimana orang-orang melakukannya? Mereka ambil bagian mana,

dan kapan biasanya dilakukan?

Yang saya dengar bahwa sebelumnya praktik ini tidak apa-apa dilakukan, tapi
kenapa sekarang cenderung di larang, bagaimana perbedaannya yang dulu

dengan sekarang?

Menurut Bapak/lbu, apakah praktik ini adil atau tidak bagi pemilik kebun?
Bisa dijelaskan kenapa Bapak/Ibu merasa begitu?

Bagaimana menurut Bapak/Ibu, apakah praktik ini melanggar hak milik

Bapak/Ibu sebagai pemilik kebun?

Apakah Bapak setuju kalau praktik melato’ tetap ada, tapi diatur harus minta
izin dulu dan tidak boleh ambil berlebihan?

Dalam Islam, ada anjuran agar pemilik kebun meninggalkan sebagian hasil
panennya untuk orang miskin. Kalau orang yang melato’ benar-benar
membutuhkan, dan cara mengambilnya baik, bagaimana sikap Ibu/Bapak
sebagai pemilik kebun?

Jika suatu kebiasaan awalnya dilakukan karena kebutuhan, lalu jadi kebiasaan
umum tanpa aturan seperti melato’, bagaimana pandangan hukum ekonomi

syariah terhadap hal itu?

Dalam praktik seperti melato’ yang awalnya karena kebutuhan, tapi lama-lama
jadi kebiasaan umum, adakah batas dalam hukum syariah untuk tetap bisa

menerimanya?

Apakah kakao yang jatuh dan tidak diambil lagi oleh pemiliknya termasuk
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barang yang boleh diambil orang lain menurut syariah?

Bagaimana jika orang yang melato' tidak hanya mengambil sisa panen, tapi

juga mengambil yang belum tentu ditinggalkan?

Jika dilihat dari sisi keadilan, apakah melato’ bisa dianggap adil, terutama bagi
pemilik kebun? Apa yang membuat suatu perbuatan ekonomi dinilai adil

menurut hukum syariah?

Apakah sisa hasil panen di kebun orang lain termasuk harta mubah atau harta

milik khusus menurut syariah?

Apa makna keadilan dalam hukum Islam, dan bagaimana keadilan itu dinilai
dalam praktik seperti melato’?

Jika sisa panen tidak diambil lagi oleh pemilik tapi masih di dalam kebun,
apakah itu termasuk barang yang boleh diambil menurut hukum ekonomi

syariah?

Pak bagaimana pemerintah desa memahami praktik melato’ yang terjadi di
desa ini? Apakah ini dianggap sebagai kebiasaan yang wajar?
Apakah praktik melato’ ini pernah dibahas dalam musyawarah desa atau ada

aturan/kebijakan tertentu yang mengatur soal ini?

Apakah pemerintah desa pernah menerima keluhan dari pemilik kebun terkait

melato’? Jika iya, bagaimana biasanya disikapi?
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Gambar. 2 - Gambar. 3

Wawancara Kepala Desa dan Tokoh Agama
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Gambar. 4

Gambar. 6 Gambar. 7

Gambar. 8




Gambar. 10 Gambar. 1

Wawancara Kepada Masyarakat Setempat
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Gambar. 15

Gambar. 17

Gambar Sisa-sisa Hasil Panen, yang Rusak dan yang digigit Tikus
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